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Sambutan 


Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil Alamin, Wabihinastain Alaa 
Umuriddunyaa Waddhin Waalaalihi Wasahbihi Ajmain. Amma Ba 'du. 

Pilihan terhadap arah gerakan yang nantinya bakal menjadi landasan ditengah berbagai 
problem yang melanda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya 
PMII Kota Malang sangatlah penting. Meskipun berbagai persoalan yang melanda 
PMII itu disadari atau tidak bukan hanya berdasarkan atas satu persoalan, tetapi 
setidaknya dari arah gerakan yang dirumuskan melalui workshop PC PMII Kota 
Malang ini telah menghasilkan satu landasan gerakan yang merespons berbagai 


problema hasil pembacaan bersama. 


Pertama wacana gerakan kota yang diusung berangkat dari keprihatinan terhadap fakta 
mutakhir. Fakta mutakhir adalah melemahnya pemerintah dalam kontrol pembangunan 
akibat kebijakan pro pasar yang diambil secara sadar dalam kota-kota menengah. 
Logika kebijakan pro pasar dilatari oleh semangat neo-liberalisme yang merengsek ke 
biro-biro pengambil kebijakan. Akibat dari kebijakan inilah, kemudian permasalahan- 
permasahalan sosial dalam wilayah perkotaan kita dapati. Mulai dari ketimpangan 
antar warga kota, kemiskinan, kemacetan, premanisme. Selain itu, kebijakan yang lebih 
berorientasi pada pasar ini tentunya semakin meminggirkan hak-hak warga kota. 
Municipal, atau warga kota setidaknya berhak untuk mendapatkan akses-akses yang 
menunjang kelangsungan hidup dan penghidupan. Akses-akses tersebut sebagaimana 
adalah akses atas air bersih, akses atas energi bersih, akses atas rumah hingga akses 
mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Hal ini tentu dapat menjadi tantangan bagi 


PMII kedepannya. 


Kedua wacana gerakan kota yang diusung ini merupakan harapan bagi PMII dalam 
tanggung jawab sosialnya. Sebagai sebuah organisasi yang didirikan pada periode Orde 
Lama, PMII memiliki rencana luhur di dalam menjawab tantangan sosial, politik dan 


kebudayaan Indonesia yang berjangkau masa depan. Oleh karena itulah manifesto yang 


dirancang ini, merupakan harapan untuk PMII dapat menjawab tantangan sosial di 


Kota Malang hingga generasi selanjutnya. 


Pada masa mendatang, tantangan bagi PMII tentu akan semakin kompleks. Oleh karena 
itu, diharapkan PMII dapat senantiasa mampu menjawab tantangan tersebut dengan 
tegas dan terarah Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan ke-Islaman dan ke- 
Indonesiaan PMII seharusnya dapat merawat spirit tersebut dalam lingkungan 
keummatan dan kebangsaan. Spirit kemahasiswaan itu adalah kejernihan 


intelektualitas, kecemerlangan ide dan independensi sikap. 


Spirit ini yang juga menjadi spirit PMII sedari awal hendaknya terus dibina dan 
ditransmisikan dari generasi ke generasi agar kemandegan dapat dicegah sebagaimana 


paradigma PMII menghendaki proses transformasi di dalam masyarakat. 


Wakil Ketua 2 PC PMII Kota Malang 


Faith Liberta Aieda Muhammad 


Sekretaris Bidang 2 PC PMII Kota Malang 
Masa Khidmat 2021 — 2022 


Robi Ardiansyah 


Paradigma 


Gerakan PMII 


Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi gerakan organisasi, karena 
paradigma merupakan titik pijak dalam membangun konstruksi pemikiran 
dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam 
sikap, perilaku dan acuan gerakan organisasi. 
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Paradigma membantu apa yang harus dipelajari, pertanyaan yang harus dijawab, 
bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang 
harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.' Paradigma merupakan 
kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu dan membedakan antara 
kelompok ilmuwan. Paradigma ini berfungsi untuk menggolongkan, mendefinisikan 
dan yang menghubungkan antara eksemplar, teori, metode serta instrumen yang 
terdapat di dalamnya.? Bagi PMII, paradigma digunakan sebagai titik pijak untuk 
menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun pertanyaan dan 
membuat rumusan mengenai suatu masalah serta membangun konstruk gerakan.” Oleh 
karenanya, sebagaimana dijelaskan dalam ketetapan Paradigma PMII, dengan 
pertimbangan atas realitas yang ada di masyarakat dan sesuai dengan tuntutan keadaan 
masyarakat PMII baik secara sosiologis, politis dan antropologis maka kemudian 


dipilihlah paradigma kritis-transformatif sebagai pijakan gerakan organisasi." 


Makna kritis dalam paradigma PMII yang berakar secara historis pada teori kritis 
Mazhab Frankfrut, memuat pokok-pokok pikiran yang kemudian diacu oleh warga 
PMII sebagai pisau analisis dalam membedah realitas, utamanya dalam masyarakat 
industri. Paradigma Kritis PMII sebagaimana dijelaskan dalam Dekontruksi 
Paradigma Kritis Komunitas Tradisional setidaknya memuat tiga pokok pikiran. 
Pertama, paradigma krirtis berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan 
dari berbagai belenggu yang diakibatkan oleh proses sosial yang bersifat 
profan. Kedua, paradigma kritis melawan segala bentuk dominasi dan penindasan. 
Ketiga, paradigma kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan 
hegemonik. Dalam paradigm kritis ini masyarakat PMII diharuskan dapat melakukan 


tafsir sosial dengan bertumpu pada: 


1 Thomas S. Kuhn, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, ed. Tjun Surjaman and Lili Rasjidi, Cet. 

1 (Bandung: Remaja Karya, 1989). 

2 Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi, ed. A E Priyono (Bandung: Mizan, 1991). 
3 Nur Sayyid Santoso Kristeva, PARADIGMA KRITIS-TRANSFORMATIF, 1st ed. (Yogyakarta: PMII, 
2013). 

“PMII, Dekonstruksi Paradigma Kritis Komunitas Tradisional (Jakarta: Bumi Sehat, 2002). 
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1. Analisis struktural: membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum 
suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk 
membongkar pola dan relasi sosial yang hegemonik, dominatif, dan 
eksploitatif. 

2. Analisis ekonomi untuk menemukan fariabel ekonomi politikbaik pada level 
nasional maupun internasional. 

3. Analisis kritis yang membongkar “the dominant ideology” baik itu berakar 
pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan 
mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana. 

4. Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat. 

5. Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, 
ideologi, filsafat, actor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun sosial, 


kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat. 


Lewat paradigma kritis, PMII berupaya menegakkan sikap kritis dalam berkehidupan 
dengan juga tetap menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi yang hidup, dinamis serta 
membebaskan. Dengan bertumpu pada semangat agama inilah PMII sejatinya juga 
mengusung misi semangat Islam sebagai misi pembebasan. Dimana misi tersbeut 
adalah membebaskan manusia dari segala pengekangan, penindasan, ketidakadilan, 
kepercayaan palsu dan semua yang menghambat manusia untuk hidup sesuai dengan 
fitrahnya. Sehingga secara eksistensial, kehadiran Islam hendak mengembalikan 
manusia kepada perannya, menjalankan kehidupan sebagai makhluk yang tunduk pada 
sang khalig, Allah SWT di muka bumi. Dengan mengusung misi pembebasan ini, hal 
mendasar yang dibutuhkan adalah penyadaran dalam pemikiran keagamaan.” Karena 
penyadaran akan membuat seorang individu beragama secara kritis dalam melihat 
keterkaitan sosial terhadap apa saja yang terjadi di sekitarnya. Penyadaran ini akan 
membantu individu dan masyarakat berkembang dari tahap kesadaran konformis dan 


reformis menuju pada kesadaran kritis-transformis. Dalam usaha ini, perspektif 


3 Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi. 


3 rakan Kota PMII 


transformatif akan memberikan dorongan psikologis-religiusnya.8 Agama adalah the 
inner dimention of man yang paling hakiki dan paling berperan dalam memotivasi 
bagaimana manusia harus hidup dan bertindak, termasuk bentuk-bentuk kerangka 


orientasinya dan objek pengabdiannya. 


Perspektif transformatif yang diusung oleh islam sebagai misi pembebasan ini pula 
yang melengkapi paradigma kritis PMII menjadi paradigma kritis-transformatif. 
Paradigma — kritis-transformatif — PMII ini diharapkan kemudian dapat 
mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke 
masyarakat. Dalam mencapai hal ini model-model transformasi yang bisa dicapai 


untuk memanifestasikan pada tataran praksis antara lain: 


1. Transformasi dari Elitisme ke Populisme. 
Dalam model tranformasi ini digunakan model pendekatan, bahwa PMII 
dalam melakukan gerakan sosial harus setia dan konsisten mengangkat isu-isu 
kerakyatan. 

2. Transformasi dari Negara ke masyarakat 
Model Transformasi ini memiliki makna bahwa gerakan PMII menghendaki 
keselarasan bersama-sama rakyat bahu-membahu untuk terlibat secara 
langsung atas perubahan yang terjadi disetiap bangsa atau Negara. 

3. Transformasi dari Struktur ke Kultur 
Bentuk transformasi ketiga adalah transformasi dari struktur ke kultur, yang 
mana hal ini akan bisa terwujud jika dalam setiap mengambil keputusan 
berupa kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat sentralistik, akan 
tetapi seharusnya kebijakan ini bersifat desentralistik 

4. Transformasi dari Individu ke Massa 
Transformasi ini meniscayakan perubahan dengan adanya power atau 
kekuatan rakyat dalam menyatukan program perjuangan menuju perubahan 


sosial dalam bidang apapun (ipoleksosbudhankam). 


S PMII, Dekonstruksi Paradigma Kritis Komunitas Tradisional. 
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Dalam upaya mencapai transformasi tersebut, strategi gerakan PMII merambah dan 
ditransformasikan ke dalam 4 (empat) wilayah gerakan'. Pertama, strategi gerakan 
intelektual. Strategi gerakan ini sebagaimana tercantum dalam Paradigma Kritis 
Transformatif merupakan rumusan dari ide-ide yang muncul pada periode 90-an, 
dimana pada saat itu muncul diskursus dekonstruksi atas Aswaja, open society, civil 
society, FMI (free market of ideas), pribumisasi Islam, teologi pembangunan, 
masyarakat komunikasi, dan beberapa diskursus lainnya.S Para aktivis PMII (atau 
alumninya) mampu mengangkat berbagai wacana tadi ke publik luas dan mampu 
mempengaruhi mainstream wacana publik yang lebih didominasi oleh formalisme dan 
politisasi Islam kelompok Islam modernis, developmentalisme dan nasionalisme semu 


rezim Orde Baru.” 


Tumbuhnya pemikiran di tubuh PMII itu sebagai imbas pilihan strategi gerakan 


intelektualnya sebagaimana dituliskan Mun'im DZ. bertumpu pada 3 (tiga) hal, yakni, 


1. Membebaskan diri dari kungkungan tradisi, dalam konteks ini tradisi bukanlah 
sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah, bukan juga mesti dipegang teguh 
tanpa reserve, melainkan mesti ditolak secara proposional dan kreatif, serta 
dikembangkan dengan pendekatan liberal-transformatif. Dari hal inilah 
diharapkan para aktifis PMII lebih mengedapankan budaya pemikiran yang 
bertumpu pada semangat liberasi dan independensi serta menghilangkan tabu 
intelektual (intelectual taboo), baik di internal PMII maupun komunitas Islam 
tradisional dan masyarakat luas pada umumnya. 

2. Melepaskan diri dari beban sejarah. Selama ini perjalanan dunia Islam selalu 
diramaikan dengan pertarungan antara normatifitas wahyu dan historisitas 
pemikiran. Namun, pertarungan ini dimenangkan kelompok fundamentalis- 


Skripturalis, sehingga menimbulkan alergi umat Islam terhadap filsafat dan 


7 PMII. Lebih jelasnya dalam pengembangan ranah gerakan ini, fokus terkait gerakan perlu 
dikembangkan dalam kekuatan kultural maupun structural PMII. 

8 Kristeva, PARADIGMA KRITIS-TRANSFORMATIF. 

? Carool Kersten, Islam in Indonesia : The Contest for Society, Ideas and Values (New York: Oxford 
University Press, 2016). 
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disiplin ilmu pengetahuan umum lainnya. Dalam konteks ini, para aktifis PMII 
diharapkan untuk memahami Islam sebagai sesuatu yang berdimensi historis, 
dimana produk pemahaman masyarakat Islam terhadap ajarannya selalu 
berdialektika dengan dimensi space and time. Sehingga, berbagai produk 
pemikiran klasik, tidak lagi sebagai beban berat dan mesti dilaksanakan secara 
taken for granted oleh umat Islam era abad informasi ini. Aktifis PMII yang 
secara antropologis rata-rata berasal dari kalangan agraris dan dikelompokkan 
dalam masyarakat tradisional (sulit tersentuh modernisasi), mampu melepaskan 
beban sejarah dan justru menjadikan posisi marginalnya itu untuk melakukan 
lompatan besar intelektual ke depan dan terhubung dengan komunitas urban yang 
banyak bermunculan sebagai kelas menengah-atas. 

3. Menghindarkan diri dari keterjebakan pada ikatan harfiyah teks. Cara berfikir 
dan bersikap kader PMII diharuskan lebih bercorak substansial-transformatif, 
ketimbang simbolik dan formal, karenanya setiap persoalan lebih dilihat pada 
substansinya. Sebab dalam pengalaman selama ini pendekatan formalistik telah 
banyak mengabaikan substansi. Semangat untuk berfikir verbalistik dengan 
selalu mengutip ayat dalam setiap pernyataan tidak lagi lazim di kalangan 
intelektual PMII. Jadi dalam berfikir dan bertindak tidak perlu melihat persoalan 
Islami atau tidak, tetapi lebih pada apa yang dikerjakan itu membawa maslahat 


bagi kepentingan humanisme universal.'? 


Implikasi strategis dari penjelasan Mun'im DZ mengenai agenda intelektual PMII 
dalam sector gerakan gerakan pemikiran di atas adalah terciptanya kader-kader 
pergerakan yang tidak hanya memiliki loyalitas sangat tinggi kepada visi dan misi 
PMII, lebih dari itu, mereka kemudian memiliki keberanian “keluar kandang” untuk 
mengasah intelektualitasnya dengan banyak elemen pergerakan lainnya. Oleh karena 
itu, geliat sebaran pemikiran di PMII menjadi entry point akan keharusan PMII 
mentransformasikan kematangan intelektualitasnya ke dalam 3 wilayah gerakan 


selanjutnya, yakni: 


10 Abdul Mun'im D. Z., Islam Di Tengah Arus Transisi (Jakarta: Kompas, 2000). 
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Kedua, strategi gerakan sosial. PMII memanifestasikan dirinya sebagai komunitas 
(kelas menengah) intelektual yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, 
dan karenanya harus terlibat dalam problem-problem dasar yang dihadapi masyarakat 
(intelektual organik, Gramsci-red.). Realitas sosial dan komunitas-komunitas rakyat 
merupakan tempat kerja (sosial) dan belajar sekaligus, bagi sekuruh aktifis PMII. 
Implikasi kongkritnya adalah terbebasnya PMII dari eksklusifisme kelompok yang 
menyebabkannya ter-alienasi dari konteks sosio-kultural dan politik masyarakat. 
Meminjam istilahnya Kristeva, PMII bukan saja harus ada di dalam masyarakat, tetapi 
lebih dari itu harus bersama dengan masyarakat. Keterlibatan PMII dalam setiap 
problematika masyarakat melalui gerakan sosial berdimensi liberasi dan transformasi, 


berarti meneguhkan eksistensi PMII bagi perjuangan masyarakat.!! 


Ketiga, strategi gerakan kebudayaan. PMII mendeklarasikan dirinya sebagai (salah 
satu) kekuatan peretas “kebudayaan baru” masyarakat, untuk menyingkirkan budaya 
unilinier yang dipaksakan agar mengakar dalam pola sikap dan hidup masyarakat. 
Negara tidak hanya melakukan pembatasan gerakan kebudayaan, bahkan 
penghancuran kebudayaan masyarakat, yang hingga saat ini menyisakan trauma cukup 
mendalam bagi para pekerja budaya. PMII disini perlu berperan membuka ruang 
artikulasi dan kreasi diri dari masyarakat agar tercipta sentrum-sentrum kebudayaan 
yang plural, pembebas, dinamis dan mencerahkan. Pada saat yang sama PMII juga total 
dalam membongkar kesadaran naif masyarakat yang tercermin dalam pola berfikir, 
bersikap dan bertindak mereka yang monolitik, pasif, penuh was-was, dan anti (alergi) 
perubahan. Oleh karena itu, gerakan kebudayaan PMII terkonsentrasikan pada upaya 
pembudayaan diri dan masyarakat, sehingga individu dan kolektif masyarakat menjadi 


otonom, bebas, kreatif dan dapat merealisasikan diri sebagaimana mestinya. 


Sasaran penciptaan kebudayaan “baru” yang membebaskan dan mampu menjawab 
tuntutan zaman (modernitas) adalah pada kebudayaan masyarakat (Islam) tradisional 
dan kelompok lain. PMII perlu untuk mengangkat tema-tema “penaklukan kultural” 


H Nur Sayyid Santoso Kristeva, Manifesto Wacana Kiri, 2012. 
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(cultural imposition) sebagai sebuah tujuan untuk mencapai kebebasan, hak (asasi) 
politik dan “living tradition” masyarakat melalui kekuatan struktur birokrasi (aparat 


negara) dan kekuatan modal yang mereka miliki. 


Oleh karena itu, gerakan kultural harus menjadi elemen penting sehingga kemudian 
PMII melalui gerakannya kepada wilayah “gerakan kultura!” dalam memperjuangkan 
nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, keadilan ekonomi, keberlanjutan 
alam dan keadilan sosial dan sebagainya. Bentuk-bentuk perlawanan kultural itu 
tercermin dalam upaya PMII untuk menceburkan dirinya ke setiap komunitas- 
komunitas kultural, baik yang berbasiskan agama, etnik maupun lainnya. Dalam 
konteks keberagamaan hal itu berwujud dengan membudayakan sikap hidup toleran, 


humanis dan pluralis. 


Keempat, strategi gerakan politik. PMII dituntut mampu mengolah gerakan kultural 
dan sosialnya untuk bermain pada level politik strategis dan bukan politik praktis. 
Politik strategis bermakna kecerdasan dan kecakapan PMII dalam mencipta serta 
memainkan momentum sejarah secara tepat. Dengan begitu PMII bisa menjadi kreator 
sejarah bangsa (sembari melakukan investasi saham politik). Nilai-nilai yang dipahami, 
dikehendaki dan diperjuangkan oleh person kader maupun PMII sebagai organisasi 
perlu untuk diwujudkan dengan mesti terlibat secara intens dalam usaha mewujudkan 
praktik dan budaya politik yang beradab, moralis, demokratis dengan keterlibatan 
tinggi dari seluruh rakyat serta menyediakan dirinya dalam upaya pendidikan politik 


bagi rakyat. 


Dari keempat point inilah menjadi sebuah keharusan bagi PMII untuk memiliki 
kemampuan menggerakkan setiap resources pergerakan se-efektif mungkin bagi upaya 
pengembangan (akumulasi) jaringan organisasi, baik yang bersifat intelektual, kultural, 
sosial maupun politik, demi penciptaan situasi produktif pada level makro maupun 
mikro politik organisasi. Terciptanya situasi produktif itu akan membuka ruang bagi 
PMII untuk merebut kepemimpinan politik di berbagai level gerakan. Tujuan yang 
terpenting adalah segala gerakan politik PMII mesti harus mampu mempengaruhi 


policy maker, agar selalu berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, efektifitas gerakan 
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politik PMII bukanlah di ukur dari sejauh mana keuntungan politis yang PMII 
dapatkan, melainkan apakah gerakan itu mampu mendorong terciptanya sebuah sistem 
politik dan pemerintahan demokratis yang dicirikan dengan adanya supremacy of law, 
dihormatinya hak-hak politik rakyat, menjunjung tinggi nilai-nilai universal 


demokrasi, civilian supremacy, dan konstitusionalisme. 
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Prinsip-prinsip Gerakan 


PC PMII Kota Malang 


Dalam menciptakan suatu gerakan, PMII Kota Malang berasaskan pada 


prinsip-prinsip Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII, Ideologi serta 
Paradigma Gerakan. 
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PMII Kota Malang memiliki prinsip dalam mewujudkan suatu gerakan yang 
berlandaskan pada keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wata'ala, 
menegakkan keadilan, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kebaikan, mewujudkan 
kesejahteraan, menjaga persatuan serta komitmen pada sikap persaudaraan sesuai nilai- 


nilai dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII. 


Dalam menjalankan prinsip-prinsip gerakannya, PMII sebagai organisasi yang 
mendasarkan dirinya sebagai komunitas intelektual sangat perlu untuk menekankan 
pemahaman konsepsional atas sesuatunya sebelum mentransformasikan konstatasi 
intelektual itu dalam gerakan sosial, kebudayaan dan politiknya. Bagi PMII, gerakan 
pemberdayaan, jalanan dan praktis lainnya merupakan derivasi dari kerja-kerja 
intelektual. Artinya, seluruh gagasan dan konsep yang diproduksi PMII harus berdaya 
guna dan menguatkan proses social engineering dalam bentuk kongkrit melalui kerja- 
kerja sosial, politik strategis dan peretasan kebudayaan baru. Pemikiran ini diilhami 
(diperkuat) oleh proposisi Ben Agger, yang menghendaki transformasi kehidupan 
intelektual (individu ataupun kelompok) sebagai investasi sosial, politik dan 
kebudayaan, (transforming intelectual life for a social, political, and cultural 


investment). '? 


Oleh karena itu, dalam mendasarkan ide-idenya sebagai sebuah pemahan konseptual, 
prinsip-prinsip gerakan PMII disusun dengan berlandaskan pada nilai-nilai teologis- 
spriritual, ideologis-filosofis serta sosio-historis yang termaktub dalam Paradigma 
Kritis Transformatif (PKT) sebagai asas gerakan, jati diri, watak dan tujuan serta kerja 


politik-gerakan PMII. 


1. Landasan Teologis-Spiritual 


Dasar Teologis-Spiritual mengacu pada keasadaran dan keyakinan PMII 
sebagaimana termaktub dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII bahwa 


kekuasaan dan kepemilikan dunia ini sejatinya milik Allah SWT yang 


2 Ben. Agger, The Discourse of Domination : From the Frankfurt School to Postmodernism 
(Bvanston: Northwestern University Press, 1992). 
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dititipkan kepada manusia (O.S Al-Imron: 26-27). Kekuasaan dan kepemilikan 
itu sudah menjadi keharusan bagi manusia sebagai khalifah (wakil tuhan) untuk 
dapat mengetahui kebermanfaatan semua makhluk Allah SWT lainnya, dapat 
mengelola, menjaga dan mengabdikan secukupnya bagi kemakmuran, 
kebermanfaatan dan kesejahteraan bumi beserta seluruh yang dikandungnya 
(O.S Al-Bagarah:30). Dengan karunia akal, manusia berfikir, merenungkan 
tentang kemahakuasaan-Nya, yakni kemahaan yang tidak tertandingi oleh 
siapapun, akan tetapi manusia yang dilengkapi dengan potensi-potensi positif 
memungkinkan dirinya untuk menjalankan diri sebagai manusia dalam fungsi 
ke mahakuasaan-Nya itu. Sebab dalam diri manusia terdapat fitrah, yakni fitrah 
suci yang selalu memproyeksikan tentang kebaikan, sehingga tidak mustahil 
ketika manusia melakukan fungsinya sebagai hamba yang menuntun kepada 
kebaikan-Nya, berarti manusia tengah menjalani fungsi diri dalam 
kemahakuasaanya. Hal inilah mengapa dalam kaitan dengan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara PMII harus memiliki andil agar 
kehidupan yang menyangkut hajat public dapat dikelola dengan sebaik-baiknya 
dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, 
kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta (O.S. Al-Isra,80). Disamping itu, 
sebagaimana manusia dituntut untuk selalu memfungsikan secara maksimal 
kemerdekaan yang dimilikinya, baik secara perorangan maupun secara 
bersama-sama di tengah-tengah kehidupan alam dan kerumunan masyarakat 
(O.S. Al-Ra“d:8, Al-Hijr:21, Al-An“am:96, Yasin:38, Al-Sajadah:12, 
AlFurgan:2, Al-Oomr:49), maka jelas bahwa manifestasi ini harus 
dipergunakan untuk turut memperjuangkan dan melakukan pembelaan kepada 
kaum mustadh'afin (kaum lemah dan terlemahkan), memperjuangkan 
pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan kehidupan mereka 
serta melakukan pemberdayaan bagi keberlangsungan bumi serta semua yang 
terkandung didalamnya. Karena hanya dengan hal inilah, PMII dapat terus 
bergerak dalam kerangka yang jelas, sebagaimana dalam tuntunan fikih politik 


Islam, moral yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan dalam hajat public, 
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dikatakan tasharruf al-imam “ala al-raiyyahmanuthun bi almashlahah 
(tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh kepentingan atau kemaslahatan 
umum). Landasan inilah yang PMII gunakan untuk mewujudkan kemaslahatan 


publik dan kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan oleh warga pergerakan. 


2. Landasan Ideologis-Filosofis 
Dasar landasan Ideologis-Filosofis mengacu pada Nilai Dasar Pergerakan 


(NDP) dan Paradigma Kritis Transformatif (PKT) PMII. 


3. Landasan Sosio-Historis 
Semenjak PMII dilahirkan pada 17 April 1970, sebagai organisasi mahasiswa 
secara faktual PMII lahir dalam setting politik saat itu sangat diwarnai oleh 
pergumulan ideologi dan politik.$ Dalam pergumulan inilah PMII diwarnai 
tuntutan untuk memenuhi kepentingan politik ketimbang untuk membangun 
social order. PMII sebagai organisasi yang digagas serta didirikan oleh 
mayoritas kalangan nahdliyin ini secara langsung menjadi underbouw partai 
Nahdlatul Ulama, salah satu partai Islam di Indonesia yang tampil pada pemilu 


1950. 


Proses perubahan dalam tubuh ini mulai terjadi setelah tahun 1965 hingga 1971 
koreksi terhadap PMII muncul terutama dalam hubungannya dengan NU, 
dimana PMII mulai untuk tidak mau terjebak dalam pola kepentingan politik 
praktis. Dari situlah kemudian dideklarasikan “deklarasi Murnajati” yang 
menyatakan bahwa PMII independen dari NU. Independensi ini tentunya 
melahirkan gejolak dan tekanan baik dalam tubuh struktur PMII sendiri, 
maupun tekanan dari NU dimana sikap yang diambil oleh PMII ini 


menjadikannya sebagai organisasi yang nampak sebagai anak yatim. 


B3 Fauzan Alfas, PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan, Cetakan ketiga. (Jakarta Pusat: 
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 2015). 

4 Kersten, Islam in Indonesia : The Contest for Society, Ideas and Values. 

15 Alfas, PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan. 
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Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an, mulai timbul benih-benih kekuatan 
kader PMII yang berasal dari gerakan akar rumput. Gerakan ini timbul dari 
diskusi-diskusi, kelompok aktivis kampus yang kemudian mencoba mengusung 
ide-ide transformative. Ide-ide transformatif yang mulai dikembangkan ini 
tidak lagi bersifat institusional, tetapi telah menjadi sebuah kesadaran kolektif 
dalam kelompok tersebut. Pikiran-pikiran serta ide transformatif yang lahir ini 
nyatanya tidak langsung diakomodir oleh struktur PMII, karena pertimbangan 


kuatnya kuasa negara saat itu.' 


Ide-ide yang lahir dari pergumulan tersebut baru kemudian mulai diakomodasi 
oleh PMII secara kelembagaan tepatnya pada tahun 1990-an pertengahan, 
dengan agenda-agenda PMII mulai mencermati berbagai gerakan alternative 
yang diperlukan untuk melawan kekuasaan negara. Dari sinilah sejatinya PMII 
telah mulai tampil untuk memproyeksikan ide-ide dalam transformasi sosial. 
PMII mulai tampil bukan saja untuk kepentingan Islam, melainkan untuk 
kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi 
PMII yang didirikan untuk membangun maslahatul ammah (kemaslahatan 
publik) dengan mengemban mandat keagamaan (Islam) dan mandat 
kebangsaan (Indonesia) sekaligus.'' PMII sepenuhnya sadar bahwa bangsa 
Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang plural dengan keberagaman suku, 
ras, agama dan lain-lain. Dalam konteks inilah PMII mengemban mandat untuk 


memperjuangkan kemaslahatan bangsa dan cita-cita masa depan. 


16 Kersten, Islam in Indonesia : The Contest for Society, Ideas and Values. 
17 Kersten. 
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Arah dan Pokok Gerakan 
PC PMII Kota Malang 


Dalam kasus Kota Malang, perubahan orientasi perkotaan pada satu sisi 
telah menciptakan perubahan ruang hidup dalam permukiman kumuh, dan 
di sisi lain, pemerintah menginvestasikan dana yang sangat besar untuk 
proyek-proyek infrastruktur. Selama ini, pemerintah berusaha menutupi 
wajah kemiskinan yang merajalela di setiap sudut kota. 


15 e can Kota PM 


Nilai dan semangat “pergerakan” yang senantiasa terlentang menuntut menuju 
keutuhan gerak PMII yang selalu terbuka untuk diulang kaji, terus-menerus. Sejarah 
gerakan kita terputus-putus, tidak ada yang berkesinambungan. Tidak ada sistem 
pengkaderan yang berkelanjutan dan bersifat continuitas, berkenaan dengan soal-soal 
gerakan. Masalah kita dari generasi ke generasi selalu saja begitu. PMII tidak pernah 
mempunyai suatu kehadiran yang ajeg dan stabil. Sementara kerangka yang diperlukan 
guna jadi seperangkat amunisi pada level aksiologis sosial kita, tidak ada-barangkali 


tidak cukup untuk menggugah. Sebabnya, gagal menjawab kesenjangan sosial. 


Tentu saja, PMII harus menjangkau masalah sosial, perlu menelaah kondisi sosial, 
bahkan menunjukkan, dengan tajam, bila kesenjangan sosial selamanya melibatkan 
relasi dari ekonomi-politik (basis “material” dalam pengertian Marxis), sebab di 
sanalah rentetan kerentanan tatanan sosial dimulai.'8 Ikhtiar kita adalah menentukan 
kerangka epistemologi, pisau analisa atas hal ihwal (yang konkret, dinamis, dan tak 
terduga). Tetapi PMII tidak boleh hanya menjadi gerakan yang mementingkan isu-isu 


sesaat, mesti berpikir lebih secara substantif daripada aksidental. 


Sedangkan disatu sisi, yang utama. Nilai Tauhid sebagai dasar pergerakan tidak pernah 
diperinci secara detail. Gerakan PMII tidak boleh hanya memikirkan hal yang 
“abstrak”. Benar saja, Nabi Muhammad Saw berpihak pada perempuan dan budak, 
meski begitu nabi tidak mengajarkan dendam dan kebencian. Kiranya perlu untuk 
diperjelas, supaya mempertegas gerakan yang berdasar dari Nilai Dasar Pergerakan 


(NDP) PMII, yang mampu menjangkau realitas sosial secara objektif. 


Keharusan yang demikian bukanlah tanpa perkara, bahwa PMII tak memiliki kehadiran 
yang ajeg, “hampa” dalam menjawab kesenjangan sosial, dan selalu aksidental. PMII 
juga tak boleh sekedar bergerak, perlu pula menggugah kesadaran, melakukan 
aktivisme intelektual, bila Tauhid yang pun merupakan dasar agama Islam, selama ini 
terputus, tak dapat menjangkau realitas, tidak sedikit agamawan gagal memahami 


makna kesenjangan struktural, seolah-olah semuanya adalah kemiskinan natural. Gagal 


18 Kristeva, Manifesto Wacana Kiri. 
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membedakan gejala alamiah dan gejala buatan manusia, gagal melihat keperluan akan 
kesalehan public (public piety) sebab seolah-olah yang ada hanyalah kesalehan pribadi 
(personal piety). 


Terlebih, Allah sendiri mengancam dengan neraka siapa yang tidak memedulikan 
kesejahteraan orang miskin (O. S. Al-Maun : 3). Tentu saja itu jenis kemiskinan yang 
waktu itu banyak terdapat, yang disebut sebagai kesenjangan natural. Dalam surat Al- 
Ma'un, pun disebutkan secara eksplisit, keterkaitan shalat dengan solidaritas sosial, 
keterikatan antara iman dan amal saleh. Bahwa termasuk mendustakan agama mereka 
yang shalat, tetapi tidak memiliki kepedulian sosial terhadap kemiskinan. Shalat berarti 
iman, sedangkan amal shalehnya solidaritas sosial. Amal saleh adalah praxis ubudiah 
dari iman. Kepedulian sosial adalah bentuk konsekuensi logis terhadap penerimaan 


iman (Tauhid). 


Sedang kemiskinan atau kesejahteraan natural saja Tuhan begitu keras, apalagi bentuk 
kesenjangan lain, kesenjangan struktural, kesenjangan yang disebabkan oleh struktur 
yang tidak adil. “Di luar takdir Allah, ada banyak hal yang menyebabkan timbulnya 
kemiskinan, sebab-sebab yang beraneka macam tersebut, (salah satunya) yang 
berwujud tata kehidupan sosial ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu dan 
merugikan pihak-pihak lain, sehingga satu mudah menjadi kaya, sedangkan pihak yang 


lain selalu miskin”, 


Tuhan mendakwa para penindas, sebagai penghalang atas rahmat Tuhan. Tentang 
orang yang berperan sebagai “tuhan”, dalam al-Gur'an, Allah SWT bertanya: “Apakah 
mereka (yang berhak) membagi-bagi rahmat Tuhannya? (O. S. Al-Zukhruf : 32). 
Tetapi kesenjangan struktural hanya dapat dihilangkan melalui perubahan struktural. 
Inilah tugas daripada keberadaan PMII. Perubahan struktural tidak selalu berarti 


konflik, revolusi, dan perubahan sistem. 


Pada titik ini, maka PMII perlu menyadari keberadaannya, yang hidup dibawah rezim 
kapitalisme global dan nasional. Praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam, 


diskriminasi, atau perampasan ruang hidup (aset dan tanah) pasti akan terjadi. Semua 
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penyebab krisis ini secara sistemik dipupuk oleh kapitalisme, system ekonomi dan 
politik yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan materi (profit) 
dan menghimpunnya di tangan sejumlah kecil manusia. Sementara itu, tidak sedikit 
agamawan justru memberi penyematan Islam sebagai “agama yang sejuk” dan 


sebabnya Islam tumpul menjawab kesenjangan sosial. 


Islam sebagai agama yang sejuk, tak dapat dipungkiri berdampak pada dimensi gerakan 
PMII, sebagai representasi Nahdlatul Ulama, dengan Aswaja an-Nahdliyah, atas ijtihad 
KH Achmad Siddig, Rais “Aam PB NU periode 1984-1991. Yang memiliki nilai 
utama: tawassuth, i'tidal, dan tawazun. Tawassuth telah menjadi penuntun sebagai 
jalan pertengahan, tidak tatharruf (ekstrem) ke kanan-kananan atau kekiri-kirian, 
sebagaimana yang berliau tafsirkan. Meski Aswaja an-Nadhiyah dalam hal ini juga 
diikuti oleh kader PMII, sebagai Manhaj al-Fikr. Tidak berarti bahwa PMII hanya 
cukup berdakwah didalam kampus, menandingi masifnya gerakan ektremisme (islam 
garis keras), tetapi PMII harus memperluas gerakan, dengan prinsip perjuangan, untuk 


membendung krisis moral yang sedang melanda realitas sosial. 


Islam tidak berarti agama yang sejuk, melainkan agama yang lurus (ad-dinul gayyim). 
Memang ada konsep tentang al-nafs al-muthamainnah (jiwa yang tenang) dalam al- 
Our'an, tetapi sebab kita gagal mencari kata-kata “agama yang sejuk”. Untuk memberi 
predikat pada kata “agama” Al-Gur'an memakai istilah ad-dinul gayyim. Tuntutan 
Islam itu bukanlah agama yang sejuk, tetapi agama yang lurus. Apa pun resikonya. 
Islam adalah agama yang gelisah melihat kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. 
Begitu pula misi kerasulan, yang merisaukan kaum hartawan Mekkah bukan sebatas 
ajaran tentang penyembahan kepada satu Tuhan, tetapi implikasi sosial-ekonomi dari 


risalah Nabi. Agama yang sejuk perlu dipertanyakan keabsahannya. 


Beruntung PMII selama ini selalu menunjukkan budaya kritis, sudah ada modal 
pemahaman tentang amal saleh, wujud kepedulian sosial. Tetapi PMII masih perlu 
menata kembali gerakan. Terutama dimulai dari aktivisme intelektual. Membangun 
gerakan dengan metoda, boleh saja untuk memakai aliran apapun yang ada. 


Menjelaskan keabstainan suatu metoda, bahwa krisis metode sekarang ini tidak diatasi 
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dengan penolakan-penolakan melainkan dengan mengubah komitmennya, yaitu pada 
kesenjangan sosial yang konkret, dan kaidahnya yaitu aktivitas kemanusiaan yang 
luhur. Tidak boleh terkecoh. Harus istigamah. Tidak ada orang lain yang mempunyai 


posisi lebih baik daripada kader intelektual PMII sendiri. 


Nilai-nilai yang terkandung dalam PMII inilah yang seharusnya menjadi pedoman, 
sekaligus sebagai landasan keistigomahan PMII Kota Malang dalam merespon 
perubahan yang terjadi. PMII Kota Malang perlu mendapatkan kesadaran bahwa 
organisasi ini bukan lagi hanya sebatas komunitas tradisional. Dengan semakin 
cepatnya perubahan sosial yang terjadi, semakin cepat pula PMII Kota Malang harus 
meresponnya sebagai sebuah pokok gerakan. Perubahan sosial sekarang telah 
menciptakan transformasi besar-besaran yang mengharusnya menuju masyarakat 
industri — dengan kata lain— transformasi sosial adalah merupakan sunnatullah yang 


tidak terelakan. 


Sayangnya dalam perubahan sosial yang merupakan sunnatullah seperti ini, organisasi 
seperti PMII seringkali gagal untuk menjawab sebagai sebuah kebutuhan. Kegagalan 
ini setidaknya dapat kita analisis atas pembacaan organisasi mengenai perubahan sosial 
yang terbentuk mengenai perubahan digital sebagai proses industry. Bahwa 
industrialisasi digital bagi PMII seringkali masih dianggap sebagai suatu perjalanan 
sejarah yang unilineal dari masyarakat. Padahal sebagaimana perubahan dari 
masyarakat agraris menuju masyarakat industry ataupun dari masyarakat tradisional 
menuju masyarakat modern, kesemuanya itu berjalan melalui evolusi multilineal yang 
setiap masyarakatnya tidaklah mengalami proses, kecepatan dan akibat-akibat yang 
sama. Disinilah sesungguhnya transformasi sosial dalam masyarakat menjalani 


prosesnya. 


Transformasi sosial yang menciptakan masyarakat digital dalam proses industry ini 
tentu memiliki konsekuensi yang amat luas yang setidaknya secara umum dapat kita 
lihat sebagaimana dijelaskan Maaike Lauwaert dalam memanjangnya usia rata-rata, 
kenaikan yang terus diciptakan dalam output nasional, perhatian yang besar terhadap 


skala produksi dan ekspansi yang meluas, penciptaan lingkungan buatan bagi kelas 
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menengah atas, perubahan lingkungan yang ditimbulkan akibat ekspansi, tenaga kerja 
dan organisasi kerja yang semakin cair dan sulit terpetakan, dan peningkatan 
penggunaan tekhnologi digital dalam aspek kemanusiaan.'” Selain itu, perubahan sosial 
yang diciptakan melalui proses multilineal dari industry ini juga mempengaruhi sistem 
nilai. Ekonomi industri sebagaimana dikatakan oleh Peter L. Berger sekenanya telah 
mempengaruhi aspek nilai, sebagai sebuah bagian yang sudah dipisahkan dari “agama” 


sekaligus menjadi sector sekuler.? 


Kesadaran bahwa nilai-nilai agama itu terancam oleh proses industrialisasi dan 
modernisasi telah menggugah perhatian agama kepada masalah-masalah ekonomi. Di 
lingkungan islam sendiri, hal ini muncul pada periode masa berjalan Orde Baru 
sebagaimana dijelaskan oleh Kontowijoyo sebagai pertarungan kekuatan moral politik 
yang diidentifikasi sebagai kekuatan umat islam dan politik pembangunan Orde Baru.” 
Dari sinilah sejatinya perlu ditekankan bahwa kecenderungan egosentrik kelas sosial 
akan selalu berlawanan dengan moral perilaku umat islam, sementara umat islam 
menjadi kekuatan yang membeaskan mereka yang tertindas. Demikianlah sudah 
seharusnya tugas umat islam dan tentunya PMII dalam bergulirnya industri adalah 
mematahkan kekuatan the ruling class yang seringkali menggunakan negara dan 


kekuatan sosial politik sekedar untuk kepentingan kelasnya sendiri. 
PMII Kota Malang dan Masalah Pembangunan Kota 


Sebagai kawasan kota wisata dan destinasi hiburan, Kota Malang erat sekali 
hubungannya dengan pembangunan. Sedangkan pembangunan, sekurang mungkin, 
memerlukan aktivitas advokasi. Bahwa di balik dalih pembangunan, akan terjadi 
penggusuran, perampasan, pelanggaran hak buruh, dan pelanggaran hak yang lain. 
Pembangunan di Kota Malang adalah pekerjaan bagi PMII Kota Malang. Sebabnya, 


aktivitas advokasi perlu dipersiapkan. 


19 Maaike Lauwaert, The Place of Play : Toys and Digital Cultures (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2009). 

20 Peter Berger, Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: 
LP3ES, 1990). 

2! Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi. 
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Kota Malang yang sejauh ini sarat dengan bermacam gaya pembangunan, turut 
menyisakan kerentanan pada masyarakat sebagai objek utama yang rentan menerima 
kerugian bahkan terancam keberadaannya. Maka sangat perlu bagi PMII Kota Malang, 
agar memberikan upaya pemahaman mengenai persoalan pembagunan. Terlepas dari 
bagaimana respon masyarakat. Penting bagi PMII Kota Malang untuk menjadikannya 
sebagai arah dan pokok gerakan, lebih-lebih sebagai kerangka dasar dalam memahami 


isu pembangunan nasional bagi PMII secara keseluruhan. 


Respon terhadap pembangunan juga tidak semestinya menjadi hal yang perlu 
dihambat, selagi pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pembangunan tidak 
menciderai siapapun, tetapi upaya pendampingan dalam proses pembangunan, perlu 
disadari dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Hal ini yang kemudian perlu 
menjadi catatan, sehingga perlu direncanakan secara matang oleh PMII Kota Malang 
saat ini dan dikemudian hari, sebagai pekerjaan rumah yang tidak boleh 


dikesampingkan. 


Sebagai sebuah organisasi, PMII Kota Malang perlu melihat kondisi obyektif untuk 
menentukan arah, orientasi dan gerakan sosial. Dimana penentuan tersebut mampu 
mensinergikan antara gerakan struktural dan kultural. Gerakan kultural ini adalah 
gerakan yang berorientasi pada penguatan masyarakat. Format gerakan inilah yang 
mamandang perubahan tidak bisa semata-mata mengandalkan transformasi struktural. 
Lebih dari itu, perubahan yang perlu diupayakan oleh PMII sebagai sebuah misi 
transformasi harus turut digerakkan oleh massa yang sadar politik. Ketertindasan yang 
dialami oleh massa harus ditrasnfromasikan menjadi energi sosial dalam melakukan 
perlawanan baik terhadap kekuasaan yang berjalan mau pun sistem ekonomi yang 


eksploitatif. 


Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan dalam Muspimda PKC Jawa Timur, sektor 
gerakan dan arah transformasi PMII perlu didasarkan pada sektor wilayah masing- 
masing. Dimana dalam hal ini format dan arah gerakan menyesuaikan kondisi obyektif 


dan wilayah geografis dari tiap-tiap wilayah. Dengan inilah kemudian ditekankan 
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bahwa gerakan sosial harus diarahkan pada bagaimana persoalan-persoalan lokal dapat 


melalui proses-proses emansipatoris. 


Sebagaimana hal tersebut diatas, PMII Kota Malang merumuskan format dan arah 
gerakannya dalam workshop gerakan pada konsep Ruang Urban. Pilihan terhadap 
ruang urban, yang bertujuan menuntut keadilan atas kota ini berkaitan dengan semakin 
tingginya ketimpangan, krisis sosial-ekologis, serta arus kapital yang semakin cepat 
sehingga turut mengeksklusi masyarakat kota dari wilayah kota. Meskipun, sekali lagi, 
persoalan-persoalan yang lain juga tidak kalah pentingnya. Misalnya persoalan di 
seputar dunia pendidikan, kebudayaan, politik, batas wilayah Negara, sampai pada 
misalnya persoalan tentang pergaulan bebas yang melanda sebagian besar remaja di 
Indonesia, tetapi sebagaimana hampir sepenuhnya kader PMII Kota Malang 
merupakan warga urban, maka seyogyanya kita perlu turut bertanggung jawab untuk 


merumuskan dan menjawab persoalan-persoalan urban. 
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Indikator dan Metodologi 
Gerakan 


Sebuah kesuksesan gerakan tidak terlepas dari indikator dan metodologi 
gerakan yang diciptakan untuk menunjang manifestasi nilai-nilai yang 
termaktub dalam paradigma. Indikator Kritis-Transformatif meliputi 4 
(empat) ranah: Indikator Kritis (Individu dan Gerakan), 
Metodologi/Proses Kritis, Indikator Transformatif dan 
Metodologi/Proses Transformatif. 
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1. Indikator Kritis 
Individu 


Kategori individu menunjukkan bahwa masing-masing individu dalam PMII 
memiliki semacam kesadaran kritis sebagai salah satu bentuk manifestasi kesadaran 


kritik. Kesadaran kritis tersebut meliputi beberapa klasifikasi: 
a. Sadar terhadap Realitas Sosial 


Karakter Sadar mengisyaratkan adanya suatu kesadaran bahwa dunia dan realitas 
sosial bukanlah tatanan tertutup, given (apa adanya) dan tidak bisa diubah. Individu 
Kader PMII dapat melihat bahwa dunia dan realitas sosial merupakan hasil kreasi 
manusia yang tentu saja dapat diubah oleh manusia. Karakter ini mensyaratkan 
adanya kesadaran sebagai bagian dari dunia dan realitas sosial. Kesadaran ini akan 
mendorong lahirnya tanggung jawab terhadap realitas dan hasrat untuk menciptakan 


dunia dan realitas sosial dengan kondisi yang lebih baik. 
b. Peka terhadap Realitas Sosial 


Karakter Peka berarti bahwa individu PMII mampu mamahami berbagai kontradiksi 
sosial, politik, ekonomi, budaya, agama dan relasi masing-masing kelompok sosial 
dan suatu realitas. Pemahaman ini membawa kepada pengertian tentang adanya 
permainan dan tarik-menarik berbagai macam kepentingan antar kelompok dalam 
suatu realitas. Karakter peka ini artinnya kemampuan mengurai adanya berbagai 
kontradiksi, relasi pelaku dan tarik-menarik kepentingan dari suatu fenomena (baca: 


peristiwa) dalam suatu realitas sosial. 
C: Peduli terhadap Realitas Sosial 


Karakter Peduli merupakan realisasi dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai 
bagian dari suatu realitas sosial. Peduli menunjukkan hasrat, ketetapan hati dan 


komitmen serta konsisten bahwa realitas harus diubah dan terus diubah demi kondisi 
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yang lebih baik. Peduli menjadi ruh bahwa ia harus terlibat dalam aksi perubahan 


realitas tersebut. 
d.  Aksi/Tindakan Nyata 


Karakter Aksi/Tindakan adalah bagian terakhir dari rangkaian tradisi kritis. Namun 
karakter ini sangat penting seolah sebagai simpul terakhir yang tidak boleh lepas. 
Rangkaian tradisi kritis dan indicator kritis sebelumnya tidak ada artinya tanpa 
adanya karakter terakhir ini. Karakter Aksi/Tindakan adalah bentuk keterlibatan 
yang sebenarnya dalam proses perubahan realitas untuk kondisi yang lebih baik. 
Karakter ini mensyaratkan adanya pilihan keberpihakan yang jelas, keberpihakan 
kepada kelompok/golongan yang dirugikan/tertindas dalam suatu relasi dari realitas. 
Keberpihakan menjadi kunci utama dan pintu untuk melakukan aksi/tindakan yang 


sebenarnya. 


Gerakan/Organisasi 


Kategori Gerakan atau Organisasi mengindikasikan bahwa PMII secara struktural 
keseluruhan meliputi seluruh level organisasinya memiliki kesadaran kritis secara 


kolektif. Berikut klasifikasinya: 
a. Sadar terhadap Realitas Sosial 


Karakter ini hampir sama dengan karakter sadar pada kategori individu. Namun 
karakter sadar diperluas dalam arti adanya kesadaran bahwa PMII sebagai gerakan 
dan organisasi merupakan bagian penting dari suatu realitas sosial. Artinya PMII 
secara kolektif dalam tiap level organisasinya memiliki tanggungjawab terhadap 


kondisi realitas yang sebenarnya. 
b. Peka terhadap Realitas Sosial 


Karakter Peka disini juga hampir sama dengan karakter sejenis pada kategori 


individu. Perluasannya terletak pada relasi antar kelompok sosial dan tarik-menarik 
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kepentingan di dalamnya. Disini PMII dapat dikategorisasikan sebagai sebuah 
kelompok sosial dan tentunya juga memiliki kepentingan tertentu dalam suatu 
konfigurasi realitas social. Pemahaman sebagai kelompok sosial menjadi modal 
perumusan peran dan kepentingan apa yang dapat dicapai dalam sebuah proses 
organisasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jelas bahwa PMII mewakili 
Kelompok mahasiswa, segmentasi ini menempatkan PMII untuk lebih jauh berperan 
dan menempatkan identitasnya dalam percaturan antara kelompok dalam suatu 


komunitas sosial. 
c. Peduli dan Responsif terhadap Realitas Sosial 


Karakter Peduli disini disertai dengan karakter responsive terhadap realitas sosial. 
Perluasan ini berkait dengan kesadaran bahwa PMII merupakan satu bentuk 
organisasi yang terhubung secara intern dalam masyarakat. Responsif diperlukan 
karena PMII mewakili kategori tertentu dari individu dalam suatu komunitas 
masyarakat. Responsif yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk menanggapi 


dan mengartikulasikan kepentingan kelompok yang diwakilinya. 
d.  Aksi/Tindakan Nyata 


Karakter ini sangat jelas. PMII sebagai organisasi harus tidak hanya terlibat namun 
juga sebagai pelaku utama upaya merubah realitas sosial menuju kondisi yang lebih 


baik. 
e. Kesadaran perlunya Kolektifitas 


Karakter ini memberi arti bahwa suatu aksi perubahan sosial tidak bisa dilakukan 
sendirian. Aksi tersebut harus melibatkan semua komponen yang ada dalam suatu 
komunitas sosial. Karakter ini juga memberi arti bahwa PMII bukan satu-satunya 
organisasi/gerakan yang menginginkan perubahan. Kesadaran ini mendorong suatu 


bentuk kerja sama dengan lembaga/gerakan sejenis untuk merubah realitas sosial. 


Tt Visioner dan Pelopor 
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Karakter visioner dan pelopor menunjukkan falsafah gerak organisasi PMII yang 


melihat realitas sosial dan membayangkan (baca: memprediksi) apa yang terjadi di 


masa mendatang. Sifat ini menjadi dasar analisis realitas sosial yang dilakukan. 


Pemahaman yang dihasilkannya diharapkan memberikan pilihan pemihakan, 


pilihan aksi dan prioritas program gerakan yang harus diselesaikan. 


Metodologi/Proses Kritis 


Metodologi Kritis memiliki dua ciri utama yaitu: 


A. 


Belajar dari realitas atau pengalaman: disini yang nyata bukanlah teori para 
ahli melainkan keadaan nyata dari masyarakat atau pengalaman seseorang 
atau sekelompok orang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Artinya 
tidak ada otoritas pengatahuan yang baku dan lebih tinggi. Keabsahan sebuah 
pengetahuan ditentukan oleh pembuktiannya dalam realitas tindakan atau 
pengalaman langsung bukan pada retorika teoretik. 

Proses Dialogis: Pembelajaran dan pemahaman atas realitas dilakukan 
bersama oleh pelaku pemberdayaan dan khalayak dalam iklim dialogis, 
komunikasi tanpa adanya dominasi. Dialogis juga berarti semua elemen 


terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. 


Metodologi Kritis dilakukan melalui suatu proses Suatu Daur Belajar (dari) 


Pengalaman yang Terstrukturkan (Struktural Experiences Laerning Cycle) 


meliputi: 1) mengungkap, 2) merangkai-ulang (rekonstruksi), 3) Analisis (Kaji- 


urai), 4) menyimpulkan 5) menerapkan 6) membedah dan merangkai-ulang 


(dekontruksi). Berikut ini penjelasannya: 


Mengungkap: pertama-tama proses metodologi kritis dimulai dari 
mengungkap pengalaman atau peristiwa nyata. 
Merumuskan-ulang (rekonstruksi): yakni menguaraikan kembali rincian 


(fakta, unsure-unsur, urutan kejadian dll) dari realitas/pengalaman/peristiwa. 
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Setelah itu realitas/pengalaman/ peristiwa tersebut diungkapkan kembali 
dengan diberi tanggapan, kesan terhadapnya. 

e Analisis (kaji-urai): yakni mengkaji sebab-sebab dan kemajemukan kaitan- 
kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut. Meliputi: tatanan, 
aturan, system yang menjadi akar persoalan. 

e Kesimpulan: yakni merumuskan makna atau hakikat dari realitas tersebut 
sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih utuh, 
berupa prinsip-prinsip berbentuk kesimpulan umum (generalisasi) dari hasil 
dari pengkajian atas pengalaman tersebut. 

e Menerapkan: yakni memutuskan untuk melakukan tindakan baru dalam 
rangka merubah realitas sosial menuju kondisi yang lebih baik. Pada 
gilirannya tindakan ini akan menjadi pengalaman dan diperlajari melalui 
proses awal metodologi kritis ini. 

e Membedah-Merangkai Ulang: yakni mencoba melakukan pembedahan akan 
tiap tindakan yang dilakukan dengan analisis baru atas perubahan realitas 
yang terjadi. Proses ini adalah bagian dari membangun ulang konsepsi dasar 


berdasarkan pengalaman yang terkonstruksi. 


4. Indikator Transformatif 


Transformatif yang dimaksud adakah suatu proses perubahan terhadap realitas yang 
dilakukan secara menyeluruh (sistemik) dengan melibatkan seluruh komponen 
(partisipatoris) dan bentuk perubahannya tidak hanya dalam bentuk materiil namun 
juga pada tingkatan spiritual/kesadaran. Perubahan semacam ini tidak mungkin 
dilakukan sendirian. Perubahan ini dilakukan secara bersama seluruh elemen dari 


realitas tersebut. 


Berikut indikator transformatif meliputi: 
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Perubahan Struktural: yakni perubahan yang menyentuh seluruh komponen dari 


suatu realitas sosial, bukan perubahan secara parsial. 


Partisipatoris: yakni perubahan dilakukan dengan melibatkan dengan sebenarnya 
seluruh elemen masyarakat. Perubahan tidak dilakukan oleh kelompok dominant 
saja atau regim penguasa dimana kelompok minoritas hanya boleh megikutinya 
saja. Perubahan juga tidak dilakukan oleh orang luar selayaknya dewa maha tahu 


terhadak realitas suatu komunitas. 


. Metodologi (Aksi) Transformatif 


Pada dasarnya dualitas Kritis-Transformatif tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 
Suatu perilaku kritis harus terimplikasi dengan aksi/tindakan transformatif. 
Sebaliknya aksi transformatif tidak bisa diwujudkan tanpa melalui pemahaman 
kritis terhadap realitas. Hematnya perilaku Kritis merefleksikan bentuk pra-aksi dan 


transformatif menggambarkan bentuk riil aksi yang dilakukan. 


Dalam (aksi) transformatif ini terdapat beberapa proses yang bisa juga disebut 


sebagai metodologi. Berikut rinciannya: 


Prioritas (pilihan) isu/kasus/program: yakni hasil dari analisis kritis terhadap 
realitas sosial. Namun tidak berarti bahwa proses analisis terhadap realitas sudah 
selesai. Analisis terus dilakukan, hanya pada tahap ini, saatnya aksi/tindakan 


perubahan dilakukan. 


Pemihakan: berdasarkan hasil analisis kritis, didapatkan skema pelaku-pelaku 
(stakeholder) yang terlibat dan pola relasinya dari suatu kasus dari realitas. Pada 
tahap ini, ditetapkan posisi pelaku perubahan dan pemihakan terhadap suatu 


kelompok yang dirugikan (tertindas). 


Membentuk Lingkar Inti (Allies): yakni kumpulan orang dan/atau organisasi yang 
menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama sekaligus 
penentu kebijakan, tema/isu, strategi dan sasaran dari suatu aksi/tindakan untuk 


perubahan. Lingkar inti juga disebut sebagai kelompok basis aksi. 
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Merancang Sasaran dan Strategi: untuk membuat sasaran dan strategi suatu aksi 


perubahan dapat dilakukan dengan mengikuti tolak ukur, meliputi: 


e Spesific (khusus): apakah rumusan sasaran kelompok memang spesifik, 
konkrit, jelas, fokus dan tidak terlalu umum? 

e Measurable (terukur): apakah hasilnya nanti cukup terukur (ada indikator yang 
jelas dan bisa dipantau dan diketahui)? 

e Achievable (dapat diraih): apakah sasaran atau hasil memang sesuatu yang 
mungkin dicapai dan diwujudkan (bukan mimpi dan angan-angan yang 
mustahil)? 

e Realistik (sesuai kenyataan): apakah kelompok memang mungkin atau mampu 
melakukan, melaksanakan dan mencapainya (mempunyai sumber daya, 
kemampuan dan akses)? 

e Time-Bound (batas waktu): apakah ada batas waktu yang jelas (kapan dan 


berapa lama) kelompok mencanangkan pencapaian sasaran tersebut? 


Menggalang Sekutu dan Pendukung: Lingkar inti hanyalah sebagai penggerak utama 
suatu aksi transformatif. Namun sesungguhnya aksi ini dijalankan oleh sejumlah orang 
yang tergabung dalam kelompok-kelompok aksi. Hematnya, aksi transformatif 
dilakukan oleh 3 (tiga) kelompok aksi, yaitu: kelompok basis (lingkar inti), kelompok 


pendukung dan kelompok sekutu (sebagai garis-depan). Berikut rinciannya: 


e Kelompok Basis (lingkar inti) 

e Kelompok Pendukung: bertugas menyediakan dukungan dana, logistik, 
informasi, data dan akses 

e Kelompok Sekutu-Pelaksana Aksi: bertugas di garis depan khususnya di 
lapangan. 


e Kelompok Mengambang: kekuatan massa 
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Kel ok 
B ar 


Table 1. Chart dalam kelompok aksi semakin ke bawah semakin 
banyak jumlahnya 


Empat Peran Aktivisme PMII 


Dalam kaderisasi penting untuk kemudian memilah diantaranya membedakan setiap 
kader dalam perananan untuk menciptakan kekuatan gerakan sosial. Dalam 
menciptakan gerakan sosial ini, kader gerakan PMII terdiversifikasi dalam empat 
peran. Masing-masing peran ini memiliki relevansinya sendiri, yang dapat bergeser 
melalui tahapan gerakan yang berbeda. Tetapi semua peran harus hadir dan bekerja 
secara efisien agar gerakan berhasil. Selain itu, masing-masing peran dapat diisi dengan 


cara yang efektif atau tidak efektif. 


1. Rebel Aktivis, adalah jenis aktivis yang oleh banyak orang diidentikkan dengan 
gerakan sosial. Melalui aksi langsung tanpa kekerasan dan secara terbuka 
mengatakan “tidak”, rebel aktivis menempatkan masalah dalam agenda politik. 
Tapi mereka bisa menjadi tidak efektif dengan mengidentifikasi diri mereka 
sebagai suara kesepian di pinggiran masyarakat dan memainkan peranan yang 
radikal militan. 

2. Para reformis sering kali dinilai buruk dalam gerakan, tetapi merekalah yang 
membuktikan kegagalan saluran yang ada atau mempromosikan solusi alternatif. 
Namun, mereka sering cenderung percaya pada institusi atau mengusulkan 


reformasi yang terlalu kecil untuk mengkonsolidasikan keberhasilan gerakan. 
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3. Aktivis warga, peran aktivis ini memastikan gerakan itu tidak kehilangan kontak 
dengan konstituen utamanya. Mereka menunjukkan bahwa gerakan itu bertindak 
di pusat masyarakat (guru, dokter, dan petani yang berpartisipasi dalam protes 
Gorleben), dan melindunginya dari penindasan. Mereka bisa menjadi tidak 
efektif ketika mereka masih percaya pada klaim pemegang kekuasaan untuk 
melayani kepentingan publik. 

4. Aktivis Agen perubahan, peran ini adalah peran keempat dan sering kali menjadi 
kunci dalam gerakan apa pun. Mereka mempromosikan pendidikan dan 
meyakinkan mayoritas masyarakat, mereka mengatur jaringan akar rumput dan 
mempromosikan strategi jangka panjang. Mereka juga bisa menjadi tidak efektif 
dengan mempromosikan visi utopis atau menganjurkan hanya satu pendekatan. 
Mereka juga cenderung mengabaikan masalah pribadi dan kebutuhan para 


aktivis. 


Banyak aktivis dan kelompok mengidentifikasi terutama dengan hanya satu atau 
dua dari empat peran, karena masing-masing melibatkan emosi dan sikap yang 
berbeda, keyakinan, ideologi, sumber pendanaan, politik dan, seringkali, 
pengaturan organisasi. Aktivis bisa menjadi kritis — atau bahkan memusuhi — 
mereka yang memainkan peran lain. Aktivis cenderung menganggap peran yang 
mereka mainkan sebagai yang paling penting dan benar secara politis, sementara 
melihat peran lain sebagai naif, tidak benar secara politis, tidak efektif, atau, 


bahkan, sebagai musuh. 
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Strategi dan Taktik Membangun Gerakan 


PC PMII Kota Malang 


Sebuah gerakan yang rapi dan massif harus membayangkan terbentuknya 
faktor-faktor produksi, distribusi dan wilayah perebutan! 
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Strategi dan taktik sangat penting untuk mencapai tujuan dalam membangun 
sebuah gerakan. Gerakan yang sedang berlangsung di satu sisi membutuhkan 
tindakan kolektif yang berkelanjutan, di lain sisi untuk menciptakan sebuah 
gerakan, penting bagi aktivis dalam sebuah organisasi merancang strategi dan 
taktik yang melibatkan tindakan massa dan mencapai hasil yang diinginkan. Hal 
tersebut menjadi penting sehingga gerakan yang dibangun ini tidak hanya bersifat 
seremonial, tetapi juga terdiri dari serangkaian aksi dan kampanye yang menarik 
peserta, perhatian media, dan dukungan publik. Hal ini seperti halnya dijelaskan 
oleh Meyer bahwa strategi aksi kolektif dipengaruhi oleh lingkungan politik dan 
budaya eksternal dan oleh fitur internal gerakan dan organisasi.” Disinilah bahwa 
baik agensi maupun struktur merupakan hal yang penting, aktivis membuat 
keputusan strategis yang mempengaruhi hasil, dan mereka dibatasi oleh skala 


besar dan struktur tingkat organisasi. 


Selain pentingnya melakukan analisis mengenai agensi dan struktur yang terlibat 
dalam sebuah gerakan untuk memilih strategi dan taktik, mendorong tindakan 
massa kolektif dalam gerakan juga tak bisa dikesampingkan. Tindakan kolektif ini 
penting untuk membangun sebuah gerakan meskipun seringkali tidak memiliki 
dampak langsung dalam sebuah target gerakan. Untuk mempertahankan 
momentum, sebuah gerakan membutuhkan infrastruktur massa organisasi yang 
mampu menghasilkan strategi dan taktik serta memelihara aktivis dan hubungan 
dalam komunitas gerakan. Organisasi yang menciptakan sebuah gerakan ini perlu 
membingkai isu-isu dengan cara yang meyakinkan sasaran massa melakukan 
interpretasi gerakan terhadap masalah dan solusi yang diusulkan dan memotivasi 
orang untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif. Dalam hal inilah mengapa 


menjadi penting bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, menciptakan point 


2 David S. Meyer and Suzanne Staggenborg, “Thiking about Strategy,” in Strategies for Social 
Change, ed. George M. Maney et al. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012). 

23 Robert Benford, “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment,” 
Annual Review of Sociology 26, no. 1 (2000). 
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of view-nya dari sebuah organisasi massa keislaman dalam menciptakan sebuah 


kampanye gerakan. 


Proses membangun gerakan PMII ini bisa menjadi kebutuhan ketika realitas 
kehidupan sosial masyarakat sudah berkembang sedemikian kompleksnya, 
sehingga sebuah usaha tidak bisa dilakukan secara individual lagi (warga- 
perwargaan) melainkan harus menjadi usaha bersama dalam bentuk kelompok. 
Dengan demikian, pada pengertian yang paling sederhana, Konsep serba bersama 
ini merupakan batas pembeda antara upaya gerakan sosial dengan upaya 
perwargaan maupun strategi menyerahkan segala sesuatunya pada pemimpin yang 
sudah pasti dilakukan secara individual. Untuk mencapai hal ini, PMII 
membutuhkan sebuah Rencana Aksi Gerakan. Rencana aksi gerakan sendiri selain 
berfungsi sebagai dasar dan jalan mencapai sebuah tujuan gerakan, juga berfungsi 


untuk memahami sebuah kemajuan gerakan sosial. 


Rencana aksi gerakan ini sebagaimana mengikuti Felix Kolb setidaknya dapat 
didasarkan pada tujuh asumsi strategis, yang sangat terkait dengan teori kekuasaan 


nir-kekerasan dan perubahan sosial: 


a) Gerakan sosial telah terbukti kuat di masa lalu, dan rencana aksi gerakan 
memiliki cita-cita dan pengharapan untuk dapat menjadi kuat di masa depan. 

b) Gerakan sosial berada di tengah masyarakat. Gerakan sosial didasarkan pada 
nilai-nilai masyarakat yang paling progresif: keadilan, kebebasan, demokrasi, 
hak-hak sipil. Meskipun mereka menentang negara atau pemerintah, gerakan 
sosial mempromosikan masyarakat yang lebih baik, bukan menentangnya. 

c) Masalah sebenarnya adalah “keadilan sosial” versus “kepentingan pribadi”. 
Gerakan ini bekerja untuk keadilan sosial dan mereka yang berkuasa mewakili 
kepentingan pribadi. 

d) Strategi besar adalah untuk mempromosikan demokrasi partisipatif. 
Kurangnya demokrasi yang sesungguhnya adalah sumber utama ketidakadilan 
dan masalah sosial. Dalam memperjuangkan tujuan gerakan, pengembangan 


demokrasi partisipatif adalah kuncinya. 
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e) Konstituen sasaran adalah warga negara biasa, yang memberikan kekuasaan 
kepada pemegang kekuasaan dengan persetujuan. Isu sentral dalam gerakan 
sosial adalah perjuangan antara gerakan dan pemegang kekuasaan untuk 
mendapatkan dukungan mayoritas rakyat, yang pada akhirnya memegang 
kekuasaan untuk mempertahankan status guo atau menciptakan perubahan. 

f) Sukses adalah proses jangka panjang, bukan peristiwa. Untuk mencapai 
keberhasilan, gerakan perlu berhasil dalam serangkaian sub-tujuan yang 
panjang. 


g) Gerakan sosial harus tanpa kekerasan.” 


Tahapan membangun Gerakan 


Setelah memiliki dasar dan asumsi strategis dalam membangun sebuah gerakan, hal 
penting selanjutnya dalam sebuah gerakan bagi PMII adalah memiliki dan berjalan 
dalam tahapan gerakan sosial. Dalam setiap tahap ini, tujuan strategis tertentu penting 
untuk menggerakkan suatu gerakan maju ke tahap berikutnya. Meskipun ini dapat 
menjadi tantangan bagi penggerak dalam gerakan PMII, tetapi gerakan sosial tidak bisa 
begitu saja melompat menuju kesuksesan, dimana pada saat yang sama penting untuk 


memahami apa yang secara realistis dapat dicapai pada tahap gerakan. 


A. Tahap pertama, mendorong kader melakukan analisa sosial. Dalam tahap ini, 
tujuan utama PMII sebagai kelompok gerakan adalah membuat kader berpikir, 
untuk menunjukkan bahwa ada masalah. Dalam tahap ini seringkali ditandai 
dengan adanya suatu masalah tetapi tidak ada dalam agenda siapa pun dan publik 
tidak menyadarinya, sehingga hal yang seharusnya dilakukan, baik oleh PMII 
secara konstitusi maupun perseorangan aktivis adalah mendorong adanya diskusi 
publik yang memunculkan suatu permasalahan menjadi terpikirkan oleh publik. 

B. Tahap kedua, membuktikan kegagalan kebijakan lembaga. Dalam tahap ini 


diperlukan adanya intensitas perasaan, opini, dan kekecewaan publik yang 


24 Felix Kolb, Protest and Opportunities : The Political Outcomes of Social Movements (Frankturt: 
Campus Verlag, 2007). 
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ditujukan agar gerakan sosial dapat terjadi hanya ketika publik menyadari bahwa 
kebijakan pemerintah melanggar kebutuhan dari publik atau moral politik publik 
yang dianut secara luas. Memancing kemarahan publik adalah sasaran utama, 
dimana kemarahan publik menjadi semakin intensif ketika otoritas resmi 
melanggar kepercayaan publik. Mengenai hal ini, Hannah Arendt menulis bahwa 
“orang lebih mungkin terdorong untuk bertindak dengan mengungkap 
kemunafikan daripada kondisi yang ada”. PMII sebagai sebuah organisasi dapat 
melakukan jejak dengar pendapat yang diikuti dengan penyertaan Policy Brief 
hasil analisa sosial, proses hukum, partisipasi dalam proses administrasi, dan 
sebagainya. Gerakan ini harus membuktikan bahwa lembaga-lembaga ini tidak 
akan bertindak untuk rakyat untuk menyelesaikan masalah dan mendorong bahwa 
orang harus bertindak sendiri. 

C. Tahap ketiga, adalah kondisi pematangan gerakan. Dalam tahapan ini hal yang 
paling penting dilakukan adalah menganalisa tumbuhnya masalah. Personifikasi 
masalah ini sekaligus dapat digunakan menumbuhkan kesadaran public mengenai 
korban dari persoalan serta memetakan jejaring yang dapat digaet untuk memulai 
sebuah gerakan. PMII dalam tahap ini harus mulai menjajaki dengan 
mendengarkan dan mempersiapkan kelompok gerakan dengan konsolidasi kecil- 
kecilan melalui jejaring yang tersedia sembari menciptakan kekhawatiran pada 
elite dengan pembangkangan sipil yang dapat mendramatisir masalah. 

D. Tahap keempat adalah memulai gerakan sosial. Sebuah gerakan baru mengejutkan 
dan menggetarkan semua orang ketika menjadi sorotan publik di media online dan 
di berita utama surat kabar serta dalam media sosial. Dalam sehari, masalah sosial 
yang sebelumnya tidak disadari menjadi isu sosial yang dibicarakan semua orang. 
Ini dimulai dengan insiden yang dipublikasikan dan mengejutkan, "peristiwa 
pemicu", diikuti oleh aksi tanpa kekerasan yang mencakup demonstrasi dan 
beberapa pembangkangan sipil yang dramatis. Pada tahap ini meskipun seringkali 


telah memenangkan opini public. Pembuat kebijakan tidaklah akan mudah 


25 Bill Moyer et al., Doing Democracy : The MAP Model for Organizing Social Movements (Gabriola 
Island: New Society Publishers, 2007). 
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menyerah dengan kebijakan mereka. Membuat opini tandingan dan melakukan 

counter terhadap aksi yang terjadi adalah kemungkinan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan. Dalam tahap ini juga, keberhasilan aksi dari gerakan non- 

kekerasan didasarkan pada demonstrasi sosiodrama. Demonstrasi sosiodrama 

adalah demonstrasi sederhana yang: 

1. bersifat dramatis, 

2. memungkinkan para demonstran untuk menempatkan diri mereka pada poin- 
poin penting di mana pemegang kekuasaan menjalankan kebijakan mereka, 

3. mengungkapkan secara jelas pelanggaran nilai-nilai yang dilakukan oleh 
pemegang kekuasaan, 

4. menampilkan gerakan yang mendukung dan mewakili nilai, simbol, mitos, 
dan tradisi masyarakat.? 

E. Tahap Kelima: Identifikasi Krisis Kegagalan. Setelah sebuah gerakan sosial 
berlangsung harapan besar untuk lepas landas tampaknya tak terhindarkan berubah 
menjadi keputusasaan. Sebagian besar aktivis kehilangan keyakinan mereka 
bahwa kesuksesan sudah dekat dan menjadi percaya bahwa itu tidak akan pernah 
terjadi. Mereka merasa bahwa pemegang kekuasaan terlalu kuat, gerakan mereka 
gagal, dan usaha mereka sendiri sia-sia. Yang paling mengejutkan adalah 
kenyataan bahwa krisis identitas ketidakberdayaan dan kegagalan ini terjadi ketika 
gerakan itu sangat sukses—ketika gerakan itu baru saja mencapai sebuah harapan. 
Tahap perasaan krisis identitas diri dan ketidakberdayaan ini terjadi bersamaan 
dengan Tahap Enam karena gerakan secara keseluruhan telah berkembang ke 
tahap mayoritas. 

F. Tahap Enam: Dukungan Publik Mayoritas Gerakan. Tahap ini adalah tahap yang 
harus secara sadar mengalami transformasi dari protes spontan, beroperasi dalam 
krisis jangka pendek, menjadi perjuangan rakyat jangka panjang untuk mencapai 


perubahan sosial yang positif. Ta perlu memenangkan netralitas, simpati, opini, dan 


26 Moyeret al. 
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bahkan dukungan dari mayoritas penduduk yang semakin besar dan melibatkan 
banyak dari mereka dalam proses oposisi dan perubahan. 

Tahap dukungan publik mayoritas ini adalah melalui proses dukungan sosial, 
politik, dan ekonomi yang memungkinkan pemegang kekuasaan tidak melanjutkan 
kebijakannya. Ini adalah proses transformasi sosial yang lambat yang menciptakan 
konsensus sosial dan politik baru, membalikkan keadaan normal. 

G. Tahap Tujuh: Sukses. Tahap Tujuh dimulai ketika proses panjang membangun 
kekuatan gerakan dan mencapai dataran tinggi baru di mana konsensus sosial baru 
mengubah gelombang kekuatan melawan pemegang kekuasaan dan memulai 
proses akhir yang mengarah pada keberhasilan gerakan. Proses Tahap Tujuh dapat 
mengambil tiga bentuk: showdown dramatis, showdown tenang, atau gesekan.” 

H. Tahap Delapan: Melanjutkan Perjuangan. Keberhasilan yang dicapai pada Tahap 
Tujuh bukanlah akhir dari perjuangan tetapi dasar untuk melanjutkan perjuangan 


itu dan menciptakan awal yang baru. 
ALTERNATIF AKSI 


Dalam merespon isu yang ada, PMII harus benar-benar bisa memilah dan memilih 
alternative aksi yang lebih signifikan dan relevan sesuai dengan isu yang dihadapi, 


adapun alternative aksi PMII yang bisa digunakan diantaranya: 
1. Aksi turun jalan (Demonstrasi) 


Yang dimaksud dengan aksi ini adalah PMII melakukan protes secara terbuka atas 
segala kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat atau atas segala isu-isu 
lainnya yang terdapat pada poin B. Aksi ini biasanya diiringi dengan melakukan 
long march dan orasi bebas serta membawa atribut aksi seperti bendera, spanduk 
yang bertuliskan isu yang disikapi, selebaran dan biasanya melibatkan peran 


media. 


2. Aksi Diam 


27 Benford, “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment.” 
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Yang dimaksud dengan aksi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aksi turun 
jalan, namun bedanya di aksi ini para demonstran tidak melakukan orasi sama 
sekali dan untuk menyalurkan pendapat/gagsasan biasanya dilakukan dengan 
menyebarkan selebaran kepada masyarakat atau dengan membuat tulisan dalam 


spanduk besar. 


dan untuk menandai bahwa aksi ini adalah aksi diam para demonstran bisa 


menyimbolkan dengan menutup mulut dengan lakban. 


. Aksi melalui media 


Yang dimaksud dengan aksi ini adalah dengan melakukan pertama, jumpa pers 
dengan beberapa media untuk mengklrifikasikan isu-isu yang beredar 
dimasyarakat, Kedua, dengan mengirimkan tulisan (opini) kepada media cetak 
guna mempublikasikan ide tau gagasan terhadap suatu hal, ketiga, mengikut 
sertakan (mengundang) media dalam setiap aksi yang tujuannya agar tiap aksi 


yang digagas PMII bisa diliput, dimuat dan disebarkan ke ranah public. 


. Aksi teaterikal 


Yang dimaksud dengan aksi ini adalah kader melakukan sebuah teaterikal atau 
adegan untuk menggambarkan kondisi tertentu yang relevan dengan isu-isu yang 


disikapi. Aksi ini bisa diiringi dengan music dan pembacaan puisi. 
. Aksi Hearing dan Audiensi 


Yang dimaksud dengan aksi ini adalah kader PMII melakukan klarifikasi dan jajah 
pendapat dengan pihak-pihak terkait yang memiliki relevansi dan kolerasi dengan 


isu yang disikapi. 
. Aksi Simpatik 


Yang dimaksud dengan aksi ini adalah dengan melakukan seruan dan member 


pemahaman kepada masyarakat atas suatu hal yang menjadi isu bersama, seperti 
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isu lingkungan (pemanasan global) bisa disikapi dengan melakukan penanaman 


pohon dengan melibatkan segenap stakeholder yang ada. 


MENGANALISIS 


DATA 


MEMBANGUN 
JARINGAN 


MASALAH 


ZPAC12Z2m4 


MONITORING 
& 
EVALUASI 


MENYUSUN 
STRATEGI 


mcuwu-— 


MELAKUKAN 
AKSI 


Tabel 2 Tahapan Melakukan Aksi 


Siapkan Dana Pendukung, 
Logistik, Media dan Basis 


Empowerment dan 
Pengorganisasian 


Masyarakat » 


Siapkan 
Basis Lancarkan 
Gerakan Tekanan 


Identifikasi Adakan 
— Korban Pembelaan 


Tetapkan Pengaruhi Perubahan 
Bentuk Bangun Issu Pembuat kebijakan 
Lingkar Inti —— ee Keputusan 


Aliansi 


Pengaruhi 
Publik 


Polity Brief/ Legal 
Kumpulkan Siapkan Dyafting/ Judicial 
Informasi : Analisis Data Aiternatif 

Seminar/Diskusi Pemecahan 


DI 


Monitoring dan Evaluasi 


Tabel 1 Tahapan Melakukan Advokasi Kebijakan 
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Agenda Gerakan 


PC PMII Kota Malang 


Agenda gerakan PC PMII Kota Malang yang diturunkan dari arah dan 
pokok gerakan ini dilaksanakan sebagai sebuah kaderisasi gerakan, 
agregator kepentingan rakyat dan sarana komunikasi atas nilai-nilai PMII. 
Berbasis pada ideologi dan nilai dasar yang diyakini PMII harus mampu 
menerjemahkan kepentingan rakyat untuk menjadi sebuah agenda 
gerakan. Agenda gerakan ini setidaknya terbagi dalam 3 (tiga) bagian, 
yaitu Isu Urban dan Perjuangan Keadilan Sosial-Ekologis, Isu Pendidikan 
dan Perjuangan Leading Sektor Perguruan tinggi serta Isu Teknologi 
Cyber dan Gerakan Media. Agenda gerakan ini merupakan komitmen 
PMII terhadap nilai-nilai serta tentang arah kebijakan yang harus diambil 
oleh pemerintah dalam berbagai sektor strategis. 
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A. Isu Urban dan Perjuangan Keadilan Sosial-Ekologi 


Dia membiarkan pikirannya melayang saat dia menatap kota, 
setengah kumuh, setengah surga. Bagaimana bisa suatu 
tempat menjadi begitu jelek dan kejam, namun indah pada 
saat yang bersamaan? 


Chris Abani? 
Ini adalah era urban, era di mana sebagian besar spesies manusia—homo 
urbanis—tinggal di kota, atau untuk menentukan, perubahan menuju kelas di 
kawasan pinggiran kota yang besar. Kota-kota muncul melalui sejarah spesies kita 
yang panjang sebagai pencapaian sosio-teknis besar yang membebaskan kita dari 


kekerasan dan perbudakan kehidupan agraris awal. 


Pinggiran kota muncul jauh 
kemudian, awalnya di negara-negara Barat, membawa pencapaian itu ke bentuk 
baru dari kehidupan yang menyenangkan dan luas yang dibagikan kepada bagian 
populasi yang terus tumbuh. Suburbanisasi, seperti semua perkembangan kapitalis, 
merupakan tindakan penghancuran kreatif—keduanya sangat konsumtif, terutama 
terhadap alam, tetapi juga produktif, dari sifat baru (teknologi manusia, kecerdikan 
dan kapasitas manusia, pengalaman hidup). Kita terlalu sering mengabaikan 
yang terakhir yang berbicara tentang kapasitas terpendam di lanskap pinggiran 
kota untuk terus menciptakan dan memproduksi bentuk-bentuk baru perbaikan 
spesies. Kita harus merenungkan potensi kapasitas yang tidak aktif ini dan 


mempertimbangkan akan menjadi apa pinggiran kota itu. 


Dalam kawasan 'kota berkembang' yang sekarang semakin banyak muncul, 
pergeseran pinggiran kota sebagian besar mengambil bentuk 'kebebasan yang 
dipenjarakan', perumahan, serta kawasan villa elit yang terjaga keamanannya 
untuk elit yang terisolasi untuk 'kelas bawah'. Di negara-negara berkembang 


seperti Indonesia, model konsumerisme urban secara hati-hati dikembangkan dan 


28 Christopher Abani, GraceLand (Grahamstown: South African Library for the Blind, 2009). 

29 Abani. 

30 Jason Hickel, The Divide : Global Ineguality from Conguest to Free Markets (New York: W.W. 
Norton & Company, 2018). 
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dilindungi dari kelas miskin yang memasok sumber daya paling mendasarnya: 
tenaga kerja bergaji rendah." Jadi, disinilah seperti di kota-kota berkembang di 
Indonesia, kelas sosial di perkotaan alih-alih menciptakan eksodus besar-besaran 
menuju kebebasan material, 'pinggiran kota' menunjukkan urbanisme yang jauh 
lebih rentan, perumahan yang terjaga keamanannya, dan ruang hijau yang sempit, 


perkampungan kumuh. 


Dalam hal inilah perlu sekiranya bagi PMII Kota Malang untuk mulai 
berkomitmen dalam mengambil bentuk mengenai pengembangan kawasan urban 
yang lebih radikal untuk tidak hanya memperjuangkan kecukupan ekonomi 
kolektif, tetapi juga elemen penting lainnya termasuk kawasan slum informal, 


transportasi, banjir dan kelangkaan air. 
Kelangkaan Air 


Dalam masalah perkotaan, hal yang dapat dimulai untuk menjadi eksposisi isu 
pinggiran kota ini adalah masalah keamanan air. Ini menjadi salah satu kebutuhan 
biofisik yang paling penting untuk segala bentuk kehidupan. Ini adalah masalah 
yang semakin mengkhawatirkan di Kota Berkembang, termasuk Kota Malang, 
karena saat musim kemarau, wilayah-wilayah urban menjadi lebih panas dan lebih 


intens, dan tahun-tahun kekeringan lebih sering.” 


Pertumbuhan penduduk dan berkembangnya kawasan perkotaan dibarengi 
meluasnya area pertanian dan peternakan yang diiringi membengkaknya berbagai 


kawasan industri membuat konsumsi air bersih meningkat. UN Water 


31 Mike Hodson and Simon Marvin, World Cities and Climate Change : Producing Urban Ecological 
Security, World Cities and Climate Change: Producing Urban Ecological Security (Maidenhead: 
Open University Press, 2010). 

32“Cuaca Ekstrem Ancam Malang Raya 10 Tahun Ke Depan, Saatnya Adaptasi Perubahan Iklim - 
Surabaya Liputan6.Com,” accessed July 22, 2022, https://surabaya.liputan6.com/read/4968687/cuaca- 
ekstrem-ancam-malang-raya-10-tahun-ke-depan-saatnya-adaptasi-perubahan-iklim. 
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memperkirakan hingga 30 tahun ke depan, laju kenaikan pengambilan air bersih 1 


persen per tahun. 


Selama ini, seperti dipahami masyarakat awam di kota-kota besar di Indonesia, 
penggunaan air tanah oleh masyarakat dan korporasi dituding menjadi salah satu 
penyebab penurunan muka tanah. Di Malang sendiri, pengendalian penggunaan 
air tanah belum diatur secara jelas demi mencegah percepatan penurunan muka 
tanah. Padahal, PBB telah mendorong agar masyarakat miskin perkotaan dibantu 
dengan revitalisasi kawasan yang manusiawi. Revitalisasi tersebut diiringi 
pemenuhan infrastruktur kunci, termasuk air bersih, khususnya air tanah dari 
sumber terdekat sehingga biaya menjadi lebih murah. Baik dalam cakupan kecil, 
seperti di kantong-kantong masyarakat miskin urban maupun dalam skala besar 
mencakup seluruh kota, penggunaan air tanah untuk sumber air bersih bisa 
diterapkan.” Penggunaan air tanah ini dapat sebagai sumber satu-satunya, jika 
yang tersedia hanya itu, atau bisa bersamaan dengan pemanfaatan air permukaan, 


seperti pengolahan air sungai dan waduk. 


Sebenarnya terjadinya penyusutan sumberdaya air tanah tidak terlepas dari 
masalah utama kota yaitu masalah perubahan tata guna lahan yang umumnya 
berlangsung sangat cepat dan cenderung kurang terkendali. Perubahan tata guna 
lahan yang buruk tersebut disebabkan oleh implementasi rencana tata ruang kota 
yang umumnya banyak melenceng dari ketetapan yang tertuang dalam RTRW. 
Tak dapat dipungkiri bahwa RTRW sebagai penjabaran UU No.24/1992 tentang 
Penataan Ruang masih bersifat sektoral dan belum memuat materi sebagaimana 
yang dimaksud oleh UUPR tersebut, sehingga RTRW tidak dapat dipedomani dan 
dilaksanakan secara operasional. Dengan demikian kelemahan tata ruang kota 


terjadi selain pada tataran konsep rencana (RTRW), juga pada tataran 


33 «Air Tanah Solusi Krisis Air Bersih Perkotaan - Kompas.Id,” accessed July 22, 2022, 
https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/25/air-tanah-untuk-atasi-krisis-air-bersih-perkotaan. 
34 World Economic Forum, “The Global Risks Report 2020,” 2020, 
https://www3.weforum.org/docs/WEF Global Risk Report 2020.pdf. 

35 “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 

1992 TENTANG PENATAAN RUANG” (1992). 
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implementasi. Dalam kaitannya dengan tata guna lahan, tampaknya konsep kota 
ekologis yang menjadi cita-cita seluruh masyakarat kota cenderung terlupakan, 
sedangkan pada tataran implementasi kendala utama yang sering timbul dalam 
penataan kota di Indonesia adalah terjadinya benturan antara kepentingan publik 
dan ekonomi. Tak sedikit rencana tata ruang hijau sebuah kota dikalahkan oleh 
kepentingan bisnis, dan tidak jarang pula demi peningkatan pendapatan asli daerah 


(PAD), penataan lingkungan sering diterabas demi kepentingan bisnis. 


Perubahan tata guna lahan di kota yang berlangsung cepat telah berdampak pada 
berkurangnya luas lahan terbuka dan tertutupnya lubang/pori sebagai jalan 
masuknya air hujan ke dalam tanah, sehingga menurunkan kapasitas resapan air 
hujan. Hal ini terjadi karena konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun telah 
menghalangi masuknya air ke dalam tanah, sehingga menurunkan resapan air 
hujan dan meningkatkan limpasan permukaan. Perubahan tata guna lahan dapat 


mengubah sifat biofisik tanah menjadi lebih buruk.” 


Disinilah bahwa isu mengenai air berhubungan dengan tata guna lahan. Di Kota 
Malang sendiri menyatakan bahwa walaupun lahan yang ada di kawasan perkotaan 
dapat dialih fungsikan untuk kegiatan perkotaan yang berorientasi pada sektor 
non-pertanian, tetapi kawasan perkotaan tetap menyediakan ruang terbuka hijau 
(RTH) untuk menjaga keseimbangan ekologi kota. Dalam hal ini kegiatan 
pembangunan fisik kota harus sesuai dengan prinsip keseimbangan ekologi 
perkotaan, sehingga Kota Malang harus menyediakan RTH yang cukup sesuai 


dengan standar kebutuhan ruang yang ada.” 


Pada sisi lain, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tugu Tirta, sebagai badan 
usaha milik daerah (BUMD) yang bertugas memasok air untuk warga Kota 


Malang, adalah bagian dari aktor yang melakukan ekstraksi air tanah, karena 


36 Caroline Sullivan, “Calculating a Water Poverty Index” 30, no. 7 (2002): 1195-1220, 
www.elsevier.com/locate/worlddev. 

3 Barenlitbang Kota Malang, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
BAPPEDA Tahun 2015” (Malang, 2017). 
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sebagian dari sumber air untuk perusahaan ini berasal dari sumur air tanah dalam. 
Untuk produksi sebanyak 164,29 liter/detik, jumlah keseluruhan sumur pompa di 
Kota Malang pada tahun 2022 semuanya berasal dari air tanah.” 

Banjir 

Amblesan tanah yang semakin banyak terjadi di Kota Malang ini juga semakin 
membuat Kota Malang rentan terhadap banjir, terutama banjir yang datang dari 
hulu. Pada dasarnya, Banjir di Kota Malang dapat kita telusuri terjadi akibat dua 
hal. Pertama banjir yang terjadi karena adanya air yang dikirim dari arah hulu dan 
mengalir ke Kota Malang, utamanya adalah wilayah bagian bawah dan sepanjang 
aliran sungai Brantas. Banjir jenis ini, secara nalar, terjadi karena semakin 
berkurangnya fungsi-fungsi hidrologis lingkungan sekitar Malang. Di bagian hulu, 
pembangunan yang bergerak cepat menyebabkan semakin sedikitnya tutupan 
hutan. Hal ini menyebabkan ketika hujan turun kemampuan hutan untuk 
menginterspsi air hujan (menahan air hujan di daun-daunnya) semakin berkurang. 
Air hujan langsung turun ke tanah. sementara pada tubuh soil berkurangnya 
tutupan vegetasi juga telah menyebabkan berkurangnya kemampuan soil untuk 


menyerap air. Hal ini dapat dipahami melalui berbagai proses.” 


Lapukan daun-daun pada lantai hutan sangat bagus menahan air. Akar-akar 
vegetasi yang lapuk biasanya menjadi celah/ruang bagi air untuk melakukan 
infiltrasi, masuk ke dalam soil. Sementara akar-akar pohon yang masih sehat 
berfungsi menyimpan air tersebut di dalam soil. Semua kemampuan ini (intersepsi, 
menahan, infiltrasi, menyimpan) semakin berkurang begitu tutupan vegetasi 
berkurang. Pada ujungnya, ketika hujan turun di daerah hulu, maka air dengan 


cepat mengalir ke cerukceruk dan kemudian berkumpul di sungai-sungai. Volume 


3 Di Kota Malang, sumur dengan kedalaman lebih dari 30 m biasanya disebut sumur dalam, sementara 
sumur dengan kedalaman kurang dari 30 m sering disebut dengan sumur dangkal. 

39 “PERUMDA Air Minum Tugu Tirta,” accessed July 22, 2022, 
https://perumdatugutirta.co.id/info/statistik. 

“0 Bagus Setiabudi Wiwoho, “Analisis Potensi Daerah Resapan Air Hujan Di Sub Das Metro Malang 
Jawa Timur,” MIPA 37, no. 1 (2008). 
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air yang besar dalam waktu yang pendek menyebabkan terjadinya luapan dari 
tubuh sungai — kemampuan sungai menampung/ mengalirkan air terlampaui. 


Inilah yang menyebabkan banjir. 


Selain itu, vegetasi yang semakin berkurang membuat pelapukan batuan dasar 
menjadi berlangsung lebih cepat. Logikanya, kawasan seperti Malang yang 
terletak di daerah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung dimana suhu udara 
yang dingin bisa berubah dalam waktu cepat menjadi panas. Perubahan-perubahan 
suhu yang cepat ini, ketika batuan sudah tidak memiliki penutup vegetasi, 
menyebabkan proses pelapukan terjadi lebih cepat. Karena minimnya vegetasi, 
erosi lapukan juga terjadi semakin cepat. Pada ujungnya ini menyebabkan semakin 
banyaknya soil yang tererosi dan terbawa oleh arus air. Soil inilah yang berkumpul 
di sungai-sungai, dan menyumbang secara signifikan pada sedimentasi aliran- 
aliran sungai di kawasan seperti di Sungai Brantas Kota Malang sehingga 
pengerukan soil secara rutin menjadi sebuah kebutuhan untuk menjaga fungsi 
sungai-sungai dalam mengalirkan air. Dimana, seperti sebuah siklus yang berputar 
dan saling mengunci, sungai yang dipenuhi sedimen akan menyebabkan terjadinya 
luapan air pada musim/masa tertentu, alias meningkatkan kerentanan terhadap 
terjadinya banjir. Kerentanan ini paling utama adalah pada kawasan-kawasan 
informal yang memiliki pemukiman di sekitar wilayah sungai. Termasuk juga di 
Kota Malang adalah kampung-kampung wisata yang dikembangkan oleh 


Pemerintah Kota." 


Kedua, banjir yang terjadi karena adanya hujan lokal di dalam kota. Hal ini terjadi 
karena baik kemampuan permukaan kota untuk menyerap air yang semakin hari 
semakin berkurang, juga karena daya tampung saluran-saluran drainse di dalam 


kota terlampaui. Terlampaui di sini bisa terjadi karena banyak hal, misalnya karena 


4 Pembahasan tentang vegetasi dan pelapukan sehingga menyebbakan banjir di kawasan aliran sungai 
dapat dibaca dalam Aris Subagiyo, “Dengan Tertib Tata Ruang, Wujudkan Kota Malang Bebas Banjir 
— Aris Subagiyo,” in Catatan Peringatan Hari Tata Ruang 8 Nopember 2017 (Malang, 2017), 
http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/catatan-peringatan-hari-tata-ruang-8-nopember-2017- 
dengan-tertib-tata-ruang-wujudkan-kota-malang-bebas-banjir/. 
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saluran air tersumbat, drainase yang tidak seimbang untuk menyalurkan air atau 


juga karena memang debit air begitu besar. 


Secara total, menurut dokumen Peraturan Daerah Perda-No-8-Tahun-2017 tentang 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 
2013-2018 (IV-27) pada tahun 2017 luas genangan banjir di Kota Malang adalah 
2.60 ha, dengan lama genangan maksimal 10 jam, dan ketinggian genangan rata- 
rata 30 cm.” Terbaru, akibat banjir kiriman dari Kota Batu pada tanggal 4 
November 2021 lalu, sepanjang 25 meter plengsengan di Jl. Muharto Gg. 5 RT. 
05 RW. 06 longsor mengakibatkan 2 rumah terancam ambrol. Pada kawasan lain 
di wilayah Kel. Kotalama, Kel. Jodipan, Kel. Jatimulyo, Kel. Rampal Celaket, Kel 
Samaan, dan Kel. Tanjungrejo juga mengalami dampaknya. Tercatat sebanyak 
kurang lebih 150 unit rumah terdampak dan 7 rumah roboh atau hanyut.11 


Akibatnya, 600 orang harus mengungsi dari huniannya." 
Slum Area 


Permukiman informal, kawasan kumuh, merupakan permasalahan yang selalu 
muncul di perkotaan. Semua kota di dunia memiliki permukiman informal dimana 
masyarakat miskin dan terpinggirkan membangun rumahnya. Umumnya rumah- 
rumah tersebut berada di bawah standar hidup karena tidak tersedianya fasilitas 
perumahan yang memadai seperti listrik, sanitasi, dan air bersih.” Selain itu, 
rumah-rumah dibangun tanpa dokumen hukum.” Namun, membuat atau 
membangun permukiman informal seringkali telah menjadi pilihan terakhir bagi 


penduduk perkotaan yang tidak dapat mengakses perumahan legal. Menurut 


2 Pemerintah Kota Malang, “RPJMD Kota Malang” (Malang), accessed July 22, 2022, 
https://barenlitbang.malangkota. go.id/wp-content/uploads/2019/07/Perda-Nomor-1-Tahun-2019- 
Tentang-RPJMD-Kota-Malang-2018-2023-2.pdf. 

8 «600 Keluarga Di Kota Malang Terdampak Banjir Bandang Batu - Surabaya Liputan6.Com,” 
accessed July 22, 2022, https://surabaya.liputan6.com/read/4706617/600-keluarga-di-kota-malang- 
terdampak-banjir-bandang-batu. 

4 Samuel Alexander and Brendan Gleeson, Urban Awakenings, Urban Awakenings, 2020, 
https://doi.org/10.1007/978-981-15-7861-8. 

45 Rivke Jaffe and Anouk De Koning, Introducing Urban Anthropology, ed. Rivke Jaffe and Anouk De 
Koning, Introducing Urban Anthropology (London , New York: Routledge Taylor & Francis Group, 
2016). 
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Davis, tinggal di kawasan kumuh merupakan pilihan yang rasional bagi kelas 
miskin perkotaan, baik dari segi ekonomi maupun kemudahan mobilitas ke tempat 
kerja yang terletak di pusat kota dan zona ekonomi. Akibatnya, kepadatan 
penduduk menimbulkan masalah tata guna lahan. Misalnya, perluasan pemukiman 
ke bantaran sungai yang menghasilkan limbah rumah tangga membuat ekologi 


sungai menjadi buruk.” 


Permukiman kumuh di tepi sungai adalah masalah perkotaan yang paling umum 
di negara dunia ketiga. Wilayah ini umumnya diidentikkan sebagai simbol orang 
miskin dan dicap sebagai zona kriminal. Disinilah mengapa kemudian banyak 
pemerintah kota mengkategorikan permukiman informal sebagai masalah 
perkotaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam rangka meningkatkan 
kondisi sosial masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, relokasi merupakan 
solusi pragmatis.”? Dalam wilayah Kota Malang sendiri, sebagai bekas "kota 
kolonialisme" Hindia-Belanda — sebuah kota yang sekarang telah semakin 
berkembang menjadi koalisi antara pengembang real estate spekulatif dan sektor 
publik yang terlalu banyak memenuhi kepentingan private. Apa yang tercipta 
adalah ruang kota yang sebagaimana dapat kita lihat banyak mengalami 
fragmentasi, di mana tanah dibagi menjadi kantong-kantong akumulasi kapitalis 
yang terlihat dan zona eksploitasi kapitalis yang tidak terlihat. Populasi migran 
yang bekerja dalam sektor informal, di rumah, kantor, dan pabrik tinggal di 
kampung-kampung perkotaan di pinggiran Malang tanpa akses ke komunitas kelas 


menengah aspirasional yang terjaga keamanannya. 


Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki agenda untuk 
merehabilitasi permukiman informal. Menurut Surat Keputusan Walikota (Surat 
Keputusan Walikota) Nomor 188.45/86/35.73.112/2015, luas permukiman 
informal mencapai 608,6 Ha, dibandingkan dengan luas Kota Malang (11.606 Ha), 


16 Mike Davis, Planet of Slums, New Left Review (London: Verso, 2004), 
https://doi.org/10.22296/2317-1529.2006v8n1p101. 

4“ Deborah Pellow and Denise Lawrence-Zufiga, “Built Structures and Planning,” A Companion to 
Urban Anthropology, March 21, 2014, 83—102, https://doi.org/10.1002/9781118378625.CHS. 
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kawasan kumuh mencapai 5,5396." Dari data tersebut setidaknya kawasan dengan 
akumulasi tertinggi berada pada Jodipan, Polehan, Sukun, Kota Lama, Tulusrejo, 


Ciptomulyo, dan Bandulan.”” 


Secara geografis, perkampungan kumuh di Malang terletak di seberang bantaran 
sungai Brantas. Di perkotaan, kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan 
lindung yang mendukung ekologi sungai. Kampung di sekitar bantaran sungai 
Brantas merupakan lingkungan yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh 
atau informal di Kota Malang menurut indikator permukiman kumuh. Berbagai 
stigma negatif melekat pada permukiman yang terletak di bantaran Kali Brantas 
itu. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Permukiman, permukiman 
kumuh adalah “permukiman yang memiliki ciri-ciri seperti kepadatan bangunan 
yang tinggi, serta kualitas bangunan dan fasilitas yang tidak memenuhi 
persyaratan”.”0 Berdasarkan peraturan pemerintah, ada rencana penataan 
bangunan yang terletak di kawasan bantaran sungai, dengan buffer zone 10-15 m. 
Untuk melindungi wilayah sungai yang berfungsi mengantisipasi ancaman banjir 
dan tanah longsor, maka perlu adanya pembatasan aktivitas manusia di wilayah 
bantaran sungai, salah satunya dengan melarang adanya infrastruktur swasta 
apalagi perumahan.”! Melalui aturan ini, pada tahun 2014, Walikota Malang telah 
membuat rencana normalisasi kawasan bantaran sungai Brantas. Pada penduduk 
yang tinggal di sepanjang sungai akan direlokasi. Maka solusi yang ditawarkan 


adalah menyediakan rumah susun bersubsidi bagi masyarakat tersebut. 


Padahal, sebagaimana dijelaskan melalui riset yang dilakukan oleh Ismanto dan 
Matias (2017), bahwa kawasan Brantas memiliki proses sejarah panjang yang 


dapat ditelusuri kembali ke zaman Hindu-Budha. Dimana melalui cerita lokal, 


8 Indhar Wahyu Wira Harjo et al., “Indeks Keberlanjutan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di 
Kota Malang,” Jurnal Pengembangan Kota 9, no. 1 (2021): 50-63, 
https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.50-63. 

49 “99 Kelurahan Di Malang Kumuh | Republika Online,” accessed July 22, 2022, 
https://www.republika.co.id/berita/nla33e/29-kelurahan-di-malang-kumuh. 

30 “UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (JDIH BPK RI),” accessed 
July 22, 2022, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-l-tahun-2011. 

3! (PP No.38 of 2011 on River, Article 17 and Article 22) 
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kawasan ini merupakan poros pertama di Malang pasca era Hindu-Budha. 
Beberapa dekade yang lalu, masyarakat setempat sering menemukan benda-benda 
peninggalan purbakala seperti arca Siwa dan Lumping Kenten. Kawasan ini mulai 
berubah ketika masa kolonial. Dimana pada zaman penjajahan ada banyak rumah 
yang ditempati oleh Belanda. Setelah itu, sebelum Belanda kembali ke Belanda 
karena kemerdekaan Indonesia, mereka telah menulis surat memorandum yang 
ditujukan kepada penduduk setempat. Setelah serah terima kepemilikan, seiring 
berjalannya waktu, masyarakat setempat membangun rumah semi permanen yang 


terbuat dari bambu, omah daduk.? 


Pertumbuhan populasi sebagai proses urbanisasi Kota Malang sendiri dapat 
dirunut seiring dengan pertumbuhan industri tembakau di Malang. Pada tahun 60- 
an, industri tembakau mulai berkembang, terutama perusahaan Bentoel dan 
Grendel. Banyak warga desa yang tertarik menjadi buruh di perusahaan tersebut. 
Maka, mereka memilih menetap di sekitar Brantas karena daerah ini dekat dengan 
perusahaan. Seiring berjalannya waktu, Kondisi ini berubah sejak lahan terisi 
penuh. Dengan kata lain, kelangkaan tanah menyebabkan proses jual beli. 
Uniknya, proses transaksi antara setiap penjual dan pembeli tidak melewati proses 
hukum apapun dari instansi pemerintah. Selain pemilik dan pembeli, ada pihak 
lain yang menawarkan jasa pembangunan rumah. Selain itu, masyarakat miskin 
yang tidak memiliki sumber keuangan masih dapat memiliki rumah dengan cara 


barter persediaan makanan mereka. 


Apa yang terjadi pada kawasan sekitar Brantas ini adalah sebagaimana yang 
Appadurai katakan sebagai survival class? Properti yang di klaim ini adalah 
strategi masyarakat kelas bawah untuk bertahan dari situasi kritis sebagai 


subaltern, memposisikan kembali status mereka sebagai warga negara yang berhak 


52 Manggala Ismanto and Irsyad Martias, “Living in between a Slum and a Tourist Destination Area : 
Recontructing and Redefining Space in Kampung Wisata Jodipan,” no. 38 (2017), https://e- 
journal.unair.ac.id/MKP/article/view/12790. 

53 Arjun Appadurai, Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization, Public Worlds, 10th 
print. (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 2010). 
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mengakses fasilitas umum, seperti air, listrik, dan layanan kesehatan. Pesatnya 
pertumbuhan permukiman informal di Malang meningkat pada tahun 1980-an. 
Pada periode ini Kawasan Brantas semakin padat seiring dengan tingginya jumlah 
pendatang yang datang untuk bekerja di sektor informal, tukang becak, tukang batu 
(kuli), dan pedagang kaki lima. Pada tahun 2010-an pekerja sektor Informal di 
Kawasan Brantas ini secara sistematis akses dan hak mereka semakin dicoba untuk 
dikikis melalui aturan, perencanaan kota, dan melalui wacana yang melihat kaum 
miskin kota sebagai “preman dan pencopet” daripada sebagai warga negara yang 
berkontribusi. Menurut wacana ini, kaum miskin kota dengan permukiman kumuh 
mereka yang tidak estetis, menghalangi kota untuk berkembang menjadi kelas 
dunia. Kota Malang sebagaimana kota-kota lainnya kini telah menjadi zona 
kontestasi antara modal global yang bergerak dan kuat, dan massa kaum miskin 


perkotaan yang lebih berlabuh secara spasial. 
Urban Agriculture 


Dalam laporan World Economic Forum, peningkatan perubahan iklim yang 
semakin tinggi telah menyebabkan 'tekanan panas' yang juga telah menyebabkan 
meningkatnya kekhawatiran tentang kerawanan pangan dalam iklim yang tidak 
dapat diprediksi. Hal ini tentunya perlu memberikan insentif lebih lanjut untuk 
menyediakan sendiri makanan bila memungkinkan dan dengan demikian 


meningkatkan ketahanan.” 


Urban Agriculture ini bisa didorong dengan pengembangan di kawasan Kota 
Berkembang di Indonesia. Di Malang, kawasan kampung-kampung yang di kelola 
oleh masyarakat urban sebagai kampung-kampung tahan pangan dan kampung 
telolet merupakan bagian pengembangan dari alternatif urban agriculture. 
Kegiatan berkebun atau bertani melalui konsep pengembangan urban seperti yang 
telah dikembangkan melalui kampung-kampung di Kota Malang ini mau tidak 


mau menghubungkan orang-orang dengan dasar lahan, musim, dan ekologi lokal 


54 World Economic Forum, “The Global Risks Report 2020.” 
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mereka dengan cara yang secara halus menciptakan kesadaran yang peka secara 
ekologis dan membawa berbagai manfaat kesehatan mental lainnya. Misalnya, kita 
tidak lagi menderita gangguan defisit alam. Karena orang kebanyakan makan apa 
yang tersedia di bioregion terdekat mereka, kesehatan masyarakat telah meningkat 
pesat karena diet rendah daging, musiman dan makanan segar telah menjadi 
norma, bekerja sama dengan gaya hidup yang lebih aktif. Lanskap kota sedang 
membentuk kembali bentuk manusia seperti yang sedang dibentuk olehnya. Lahan 
yang luas yang dulunya didedikasikan untuk menanam makanan bagi ternak telah 
dibuat tersedia untuk penyerapan karbon dan, dalam konteks yang sesuai, 


pembangunan kembali.” 
Kemacetan dan Transportasi Kota 


Transportasi masal sampai sekarang dinilai menjadi salah satu solusi mengatasi 
kemacetan di Kota Malang. Sayangnya masyarakat masih lebih nyaman 
menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini membuat kemacetan semakin parah. 
Kemacetan biasa terjadi ketika mayoritas pergerakkan dilakukan oleh kendaraan 
pribadi. Dengan demikian, jalanan tidak mampu melayani pergerakan dengan baik 
karena adanya overcapacity yang berujung pada kemacetan. Solusi paling 
sederhana dan fundamental dalam masalah ini tentu adalah dengan menyediakan 


layanan transportasi umum yang memadai.” 


Dalam kasus Malang sendiri, wilayah Kota Malang sejatinya tidak pernah 
direncanakan sebagai kota metropolitan. Tujuan utama kota Malang ketika 
dibangun adalah untuk tempat peristirahatan bagi para pedagang, turis, ataupun 


pemilik kebun. Oleh karena itu ruas jalan di kota Malang cenderung pendek dan 


5 Trivess Moore and Ralph Horne, Urban Sustainability Transitions: Australian Cases-International 
Perspectives, Research Policy, vol. 41, 2012, https://link.springer.com/book/10.10079402F978-981-10- 
4792-3. 

56 Adi Tri, “Analisis Kebijakan Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kota Malang ” (Universitas 
Brawijaya, 2017), http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172200/. 
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sempit. Adanya ketimpangan pembangunan antara kota Malang dan sekitarnya 


menyebabkan masyarakat sekitar mencari pekerjaan di kota Malang.” 


Pola pergerakan masyarakat di kawasan metropolitan Malang hampir mirip 
dengan kota-kota besar pada umumnya. Penduduk sekitar yang bekerja di kota 
Malang tentu melakukan pergerakan yang masif menuju pusat kota Malang. Setiap 
pagi dari arah timur dan selatan banyak sekali kendaraan yang menuju ke pusat 
Kota Malang. Pergerakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh mereka yang 
mencari nafkah di Kota Malang, namun juga dilakukan oleh mereka yang akan ke 


kampus ataupun sekolah ke Kota Malang.” 


Data terbaru setidaknya menjelaskan, bahwa dalam satu hari sebagaimana dari 
hasil penelitian lembaga analisis lalu lintas di seluruh dunia, Inrix, menyebutkan 
bahwa berdasarkan Traffic Score Board, Kota Malang menempati urutan ketiga 
sebagai kota termacet di Indonesia, di bawah Jakarta, dan Bandung.” Aktivitas ini 
didukung oleh data yang dihimpun melalui Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa 
bahwa penduduk Kota Malang pada 2019 menurut hasil proyeksi sensus penduduk 
sebanyak 870.682 jiwa, dengan luas wilayah 110,06 km. Luas wilayah ini sarana 
jalan yang tercatat di Kota Malang sepanjang 1.221,29 km. Jika dihitung, rasio 
jalan dengan jumlah penduduk ada di angka 713, artinya tiap 1 km jalan di Kota 
Malang melayani 713 penduduk. Disisi lain, data BPS juga menunjukan bahwa 
jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang terus mengalami kenaikan. Data 2017 
menunjukkan jumlah kendaraan pribadi ada di angka 571.337 unit. Sedangkan 
pada 2019, jumlah kendaraan pribadi yang tercatat sebanyak 581.209 kendaraan. 
Artinya dalam kurun waktu dua tahun terdapat penambahan 9.872 unit kendaraan 


bermotor atau rata-rata 4500-an unit kendaraan per tahun. Angka tersebut 


37 Ismanto and Martias, “Living in between a Slum and a Tourist Destination Area : Recontructing and 
Redefining Space in Kampung Wisata Jodipan.” 

38 “Beban Berat Jalan Raya Kota Malang,” accessed July 22, 2022, https://news.detik.com/kolom/d- 
4675013/beban-berat-jalan-raya-kota-malang. 

39 “Beban Berat Jalan Raya Kota Malang.” 
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didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor yang mencapai 482 817 unit atau 


8096 dari total semua jenis kendaraan bermotor." 


Sebetulnya, sebagaimana dijelasakan Tamim hal yang perlu untuk diidentifikasi 
terlebih dahulu mengenai kemacetan ini adalah dengan mengenal pola-pola 
pergerakan masyarakat. Pola-pola tersebut dapat menjadi acuan untuk mengelola 
sistem jaringan transportasi. Secara umum bentuk campur tangan manusia pada 


sistem dimungkinkan dengan cara: 


» mengubah teknologi transportasi 

» mengubah teknologi informasi 

» mengubah ciri kendaraan 

» mengubah ciri ruas jalan 

» mengubah konfigurasi jaringan transportasi 

» mengubah kebijakan operasional dan organisasi 
» mengubah kebijakan kelembagaan 

» mengubah perilaku perjalanan 


« mengubah pilihan kegiatan. 


Disinilah bahwa Hubungan antara pola ruang antar kawasan, urbanisasi, 
motorisasi, dan infrastruktur jalan, serta angkutan umum merupakan penyebab 
terjadinya kemacetan di daerah perkotaan di Indonesia, termasuk di Malang. 
Disinilah isu mengenai transportasi perlu untuk ditindaklanjuti oleh PMII Kota 


Malang. 


s0 BPS Statatistik, “Kota Malang Dalam Angka 2020” (Malang, 2020). 
S1 Tamin, Ofyar Z, Perencanaan, Pemodelan, Dan Rekayasa Transportasi: Teori Contoh Soal, Dan 
Aplikasi (ITB, 2008). 
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Manifestasi Outcomes Prinsip Adaptasi 


Keterlibatan 


Perubahan - Meningkatnya Adaptasi dan balut sa 
Iklim dan ketimpangan di Advokasi - Institusi Lokal 
Aktivitas Kota Perubahan - Partisipasi 

Pembangunan - Meningkatnya Iklim dan : Suna 
di Kota kerentanan Aktivitas - Merabaran 
-  Eksklusi sosial Pembangunan Kebijakan 
Kemacetan di Kota 
dan Polusi - perencanaan 
meningkat dan 
pengelolaan 
tata ruang yang 


efektif 


1. Menurunkan 
“ Eksklusi Sosial 
“ Ketimpangan 
“ Kemiskinan Urban 
“ Kerentanan Penduduk 


2. Memastikan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 


Table 2. Arah Advokasi Isu persoalan perubahan iklim dan pembangunan di Kota 


571 to Gerakan Kota PMII Kota M 


B. Isu Pendidikan dan Perjuangan Politik Kampus 


Dalam bidang pendidikan PMII setidaknya dapat memaksimalkan banyak masalah 
yang menjadi tugas aktivis dalam berkomitmen untuk mewujudkan 
pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter untuk 
mempersiapkan generasi bangsa dan masyarakat yang berkepribadian dan berdaya 


saing. 


Disisi lain, PMII perlu sadar bahwa Globalisasi dan modernisme mempunyai 
kaitan erat dengan kapitalisme pendidikan, dimana pendidikan dijadikan ajang 
akumulasi modal dan menjadi ajang bisnis bagi elit-elit pendidikan. Maka tidak 
heran kalau di Indonesia banyak muncul lembaga pendidikan yang berorientasi 
pasar (market oriented). Seiring berkembangnya pasar modal, maka semakin 
tinggi pula kebutuhan tenaga kerja dan yang paling efektif untuk menghasilkan 


tenaga kerja pasar adalah lembaga pendidikan 


Pada titik inilah lembaga pendidikan telah kehilangan ruh dan mengalami 
disorientasi paradigmatik, dimana pendidikan seharusnya berperan sebagai media 
transformasi sosial bukan sebagai alat reproduksi sosial masyarakat pasar global 
dengan perangkat industry dan perdagangan bebas menantikan output pendidikan 
yang sesuai dengan keterampilan dan kompetensi dalam berbagai bidang kerja. 
Jika diusut lebih jauh, komersialisasi pendidikan bersinggungan erat dengan 
tatanan serta pergeseran formasi kelas sosial yang berlangsung saat ini. Formasi 
sosial ini yang meluluhlantakkan struktur dan sistem sosial yang lama, termasuk 


didalamnya dunia pendidikan. 


Dalam hal inilah perjuangan pendidikan perlu dilakukan oleh PMII, khususnya 
PMII Kota Malang mampu menjadi kekuatan intelektual yang bergerak di 
kampus-kampus dalam mendorong pendidikan yang berorientasi pada pencerahan 
bukan berorientasi pada pasar. Tujuan pendidikan menciptakan manusia yang 


mempunyai kesadaran kritis. 
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Isu-isu yang sekiranya dalam menjadi sebuah perjuangan keadilan untuk 
pendidikan bagi PMII di perguruan tinggi adalah dengan mendorong serta 
mendampingi komisariat-komisariat yang berada di wilayah Kota Malang untuk 


turut: 


1. Menuntut transparansi anggaran dari kampus terkait pengelolaan dana mahasiswa 

2. Menuntut kampus dalam penurunan biaya pendidikan dan kemudahan bagi 
masyarakat miskin dan kurang mampu di perguruan tinggi 

3. Mendorong melalui gerakan ekstra parlementer dan melalui partisipasi politik 
dalam perubahan pendidikan di Universitas dengan mendorong perubahan akan 


statute kampus yang lebih berpihak pada mahasiswa. 


Dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut dengan isu pendidikan di 
perguruan tinggi ini, PC PMII Kota Malang dirasa perlu untuk mengintensifkan 
melalui pendampingan pada komisariat yang bekerjasama dengan bidang 1 PC PMII 


Kota Malang. 
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Konsep Pendampingan Pembentukan Lingkar Gerakan 


Pendampingan 
Cabang Ke 
Komisariat 


Pendampingan 
Komisariat Ke 
Rayon 


Pendampingan 
Rayon Ke Kader 
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VEVANAI, 


Pendelegasian minimal 1 pengurus cabang dari bidang gerakan untuk 
menjadi sahabat pendamping disetiap komisariat 

Delegasi tersebut diharapkan dapat menjadi mentor gerakan 
Memberikan pembekalan dan pengetahuan wacana gerakan dan 
riset berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang setiap periode 
Memberikan pembekalan mengenai politik kampus dan agenda- 
agenda komisariat yang menyangkut gerakan di kampus 

Membentuk lingkar inti gerakan di tiap komisariat dampingan 
Melakukan pertemuan dengan lingkar inti setiap satu bulan sekali 


Pendelegasian minimal 1 pengurus komisariat dari bidang gerakan 
untuk menjadi sahabat pendamping disetiap komisariat 

Delegasi tersebut diharapkan dapat menjadi mentor gerakan 
Memberikan pembekalan dan pengetahuan wacana gerakan dan 
riset berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang setiap periode 
Memberikan pembekalan mengenai politik kampus di masing- 
masing fakultas dan agenda-agenda rayon yang menyangkut 
gerakan di fakultas 

Melakukan assessment penyebaran dan keterwakilan kader-kader 
rayon di organisasi strategis masing-masing fakultas 

Membentuk lingkar inti gerakan di tiap komisariat dampingan 
Melakukan pertemuan dengan lingkar inti setiap satu bulan sekali 


Membuat lingkar inti gerakan rayon yang dikomandoi oleh biro 
gerakan rayon serta didampingi oleh pendamping dari komisariat 
Memberikan pembekalan dan pengetahuan wacana gerakan dan riset 
berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang setiap periode kepada 
kader 

Memberikan pembekalan mengenai politik kampus di masing-masing 
fakultas dan agenda-agenda rayon yang menyangkut gerakan di 
fakultas kepada kader 

Melakukan assessment dan pemetaan 

Membentuk lingkar inti gerakan di tiap komisariat dampingan 
Melakukan pertemuan dengan lingkar inti setiap satu bulan sekali 
Memberikan pelaporan terkait perkembangan anggota yang 
didampinginya kepada koordinator sahabat pendamping komisariat 


C. Isu Teknologi dan Gerakan Media 
Ruang cyber menjadi sebuah medium penting dalam sebuah gerakan 4.0, 
pemanfaatan media dalam menguasai lingkup pergerakan tidak dapat dipungkiri 
harus dapat dikuasai oleh setiap elemen gerakan mahasiswa. Sebagai sebuah 
model gerakan, media perlu ditengarai sebagai gerakan cyber perlu sifat yang 
mengedepankan anonimitas, sukar dibaca apabila tidak mengetahui algoritma 
ruang digital. Disini anonimitas tidak bisa dipakai apabila menggunakan gerakan 
kolektif karena akan sangat rawan terjadinya transaksi di bawah meja yang bisa 


terjadi kapan saja dengan orang yang beragam. 


Disisi lain, Dalam perkembangan masyarakat yang belum ajeg, menyuarakan 
kebenaran melalui media alternatif juga amat dibutuhkan. Dalam realitas terkini 
media alternative menjadi penting dengan pada satu sisi media mainstream meng- 
claim sebagai saluran kebenaran hingga seolah-olah hanya satu-satunya yang 
kemudian menghegemoni, dan pada sisi yang lain, media mainstream pun sarat 


kepentingan. Di kondisi kapitalis, tak dielakan peran pemilik modal menentukan. 


Maka kemudian perlu saluran lain untuk menyatakan kebenaran lain, yang sebisa 
mungkin mendekonstruksi lalu merekonstruksi kebenaran. Saluran lain itu adalah 
media alternatif yang seyogyanya dimiliki oleh PMII sendiri. Kebenaran lain juga 
kemudian jika dirangkai akan menjadi susunan sosok pengetahuan (body of 


knowledge) yang kemudian akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan (science). 


Padahal pada kini, secara tidak sadar media sudah mengalihkan “pengelihatan” 
masyarakat kepada sebuah topik, sampai melupakan pemberitaan lain yang 
sebenarnya penting untuk disoroti tetapi tertutupi oleh pemberitaan sebuah topik 
negatif tersebut. Ini menunjukkan kurang objektifnya media massa, padahal salah 
satu fungsi media massa adalah sebagai kontrol sosial. Di mana pemberitaan di 
media massa seharusnya berimbang. Meski media massa juga memiliki ruang 
untuk publik dapat memuat karyanya seperti pada kolom opini, tetapi, media 
massa konvensional tidak seleluasa media alternatif. Dari soal penulisnya yang 


seringkali harus sosok bernama besar, hingga perkara pemilihan isu. 
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Media alternatif dan media daring hadir untuk dapat mengisi ruang kosong itu, 
juga sebagai bentuk perlawanan dari media arus utama. Letak besar perbedaan 
media online dengan media alternatif ada pada pendapat para ahli yang 
mengatakan bahwa media alternatif juga harus merupakan bagian dari gerakan 
akar rumput (grass root). Media alternatif menawarkan isu-isu yang 
dikesampingkan oleh media arus utama. Media alternatif adalah media non- 
kemersil yang dapat mengadvokasi kepentingan-kepentingan yang tidak 
direpresentasikan media arus utama. Seperti contoh isu-isu marjinal yang meliputi 


kemiskinan, politik dan etnis minoritas, kelompok buruh. 


Media alternatif dan beberapa media online menantang kepercayaan dan nilai-nilai 
dominan dari suatu budaya yang disebut sebagai kontra-hegemoni 
atau counterhegemony oleh Antonio Gramsci. Disinilah sebenarnya produksi 
media alternatif yang berasal dari kelompok kecil dan individu yang kontra- 
hegemonik menjadi penting. Media alternatif yang terkait dengan ruang kontra- 
publik ini sangat penting dalam mengembangkan kebutuhan dan identitas 
kelompok dan dalam menentang ruang publik dominan yang lebih besar. Dalam 
mereprensentasikan kehadiran media alternative ini, PMII Kota Malang 
setidaknya perlu tidak hanya untuk menyuarakan kesadaran publik mengenai 
kebebasan suara dan berpendapat yang dilakukan, tetapi juga memproduksi dan 
menyediakan informasi, wacana, gagasan dan suaranya dalam portal media yang 
dimiliki oleh PMII. Setidaknya dalam penyaluran informasi dan bertujuan untuk 
memproduksi gagasan ini PMII memerlukan adanya ruang-ruang baru dalam 
pengelolaan media berupa: portal berita dan melalui podcast. Dua media 
alternative ini dapat digunakan PMII dalam melakukan pemetaan gerakan, 
terutama pada hal yang sangat krusial adalah bagaimana melakukan pembacaan 


tanpa harus mereduksi makna tertentu. 
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Pola Relasi Gerakan antara 


PC PMII dengan Rakyat 


Kekuatan mahasiswa adalah sebagai kekuatan pembuka awal dari suatu 
perubahan, dengan desakan dan dorongan serta kemampuan untuk 
melakukan kontrol terhadap jalannya perubahan. 
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Gerakan mahasiswa tidak pernah menjadi kekuatan yang secara total, mampu 
menjalankan perubahan: keseluruhan perubahan yang ada di masyarakat. Namun 
perlu untuk diketahui bahwa kekuatan mahasiswa adalah sebagai kekuatan 
pembuka awal dari suatu perubahan, dengan desakan dan dorongan serta 


kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya perubahan, 


Pada setiap perubahan sistem, baik berupa kepemimpinan maupun kebijakan 
negara, tidak sedikit terjadi kekacauan yang imbasnya adalah pada publik. Imbas- 
imbas yang telah terjadi itu semestinya menjadi peringatan bagi setiap para 
pengambil kebijakan negeri ini. Perubahan tidak selalu mengisyaratkan adanya 
kerugian yang tidak perlu terjadi, apalagi jika perubahan itu pada dasrnya adalah 


untuk kepentingan rakyat. 


Sebuah perubahan yang elite oriented an sich, akan menjadikan rakyat dipaksakan 
untuk menerima setiap agenda perubahan, termasuk dalam hal pembangunan. Di 
sisi lain, kepentingan pragmatis elit sendiri merupakan arus yang kerap diametral 
dengan suara rakyat. Dengan suatu usaha yang rasional, disinilah PMII harus lebih 
berempati terhadap kepentingan rakyat, sehingga radikalisme terhadap perubahan 
secara materi lebih mengutamakan kebutuhan rakyat ketimbang gengsi kekuasaan. 
Kepentingan rakyat jelas, yaitu apa dan bagaimana perubahan harus dilakukan, 


dan transformasi itu dapat terjadi. 


Bagi PMII, proses perubahan mesti lebih menekankan pada kerakyatan. 
Kelemahan gerakan mahasiswa adalah potensial untuk dijadikan alat atau disusupi 
oleh kepentingan politik yang pragmatis. Sebagai kelas menengah kecil, 
mahasiswa dalam gerakannya tidak pernah diberi porsi yang representative di luar, 
apalagi di dalam lembaga formal negara. Dengan asas negara yang berkedaulatan 
rakyat, maka sudah seharusnya menjadi konsekuensi, apapun yang menjadi 
kepentingan rakyat secara kolektif harus dilayani dengan keadilan dan proses yang 


demokratis. 
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Sebagai kekuatan bangsa yang netral, PMII dalam menjalankan gerakan berpijak 
pada nilai-nilai yang terperi dalam arus utama gerakan rakyat. Gerakan PMII inilah 
mesti menjalankan fungsi pengabdiannya pada rakyat. Sebab gerakan mahasiswa 
sebenarnya identic dengan kekuatan sosial yangs secara paradigmatic 


memerankan suatu resistensi terhadap segala bentuk manipulasi oleh kekuasaan. 


PMII yang merupakan organisasi mahasiswa perlu secara sadar mengetahui bahwa 
dalam kelas sosial posisinya berpengaruh daripada masyarakat pada umumnya. 
Karenanya, meski tidak secara langsung dibutuhkan perannya, tapi peran vital 
gerakan PMII merupakan kekuatan yang selalu berada “di antara” perubahan. 
Posisi di antara ini menjadikan PMII selalu melakukan pembelajaran moral dan 
sosial atas kondisi yang ada: miskin, tertindas, dan terbelakang. Disinilah bahwa 
peran PMII selayaknya diarahkan pada pengikisan Budaya-budaya politik menjadi 
Budaya yang mendidik rakyat, dimana Budaya berpikir bebas dan bebas berkreasi 


dijalankan agar masyarakat memiliki basic personal structure. 
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Pola Relasi Gerakan antara 


PC PMII Kota Malang 


dengan Politik-Pemerintah 


Gerakan politik PMII yang diharapkan adalah memandang politik 
(bahkan kekuasaan) sebagai instrument atau alat dalam sebuah proses 
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Gagasan berpolitik bagi PMII perlu diluruskan dengan memaknai antara, politik 
kekuasaan dengan peran sosial politik. Politik kekuasaan lebih dipahami sebagai 
kegiatan-kegiatan politik yang hanya berorientasi pada mendapatkan target 
kekuasan yang pragmatis. Sedangkan peran sosial politik dalam hal ini dipahami 
sebagai suatu kegiatan politik untuk mendorong adanya partisipasi dan 


pemberdayaan rakyat. 


Gerakan politik PMII yang diharapkan adalah memandang politik (bahkan 
kekuasaan) sebagai instrument atau alat dalam sebuah proses. Hal tersebut penting 
setidaknya untuk mengatur irama gerakan dalam memperoleh tujuan-tujuan yang 
menjadi target PMII. Sebagai organisasi yang secara tidak langsung 
mengidentifikasi diri sebagai pejuang demkorasi, PMII disini mendasarkan diri 
pada moral dan Etika sosial yang relevan, karena moralitas adalah naluri manusia 


yang alamiah. 


Penjelasan keberpihakan PMII terhadap fungsi itu sendiri adalah pemahaman atas 
ungkapan nilai-nilai yang didasarkan pada tujuan dan kegunaan secara objektif. 
Cara pandang fungsi merupakan kepekaan PMII dalam berwawasan secara lebih 
luas sebagai landasan berelasi untuk lebiuh terbuka dengan kesadaran humanis- 
interaktif. Azaz humanis-interaktif ini adalah memandang kesedaan nilai dan rasio 


kemanusiaan secara terbuka dan berelasi secara aktif. 


Dalam pada hal tersebut, relasi kritis harus tetap diprioritaskan sevagai antisipasi 
kepentingan politik atau relasi dengan pemerintahan. Dan yang paling penting 
adalah agar PMII tidak terjadi relasi oportunis antara PMII dengan kekuatan- 
kekuatan yang cenderung eksploitatif. Dengan demikian PMII Kota Malang 
menjadikan dirinya sebagai: pertama, pelayan sesame warga PMII dan pelayan 
masyarakat, dengan selalu terlibat dalam elemen-elemen sosial-politik terkait. 
Kedua, PMII sudah saatnya menegasikan sekat-sekat yang selama ini ada hanya 
karena faktor-faktor perbedaan metode dan ideology gerakan saja, sementara 


tujuannya sama. Ketiga, meletakkan sepenuhnya keberpihakan kawan belajar dan 
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berjuang pada kesamaan fungsi, tujuan, dan moral. Keempat, perlunya membuka 
akses lalu lintas struktural dalam gerakan-gerakan politik PMII tanpa memaknai 


kekuasaan sebagai tujuan. 


68 | 1 Kota 


REFERENSI 


“29 Kelurahan Di Malang Kumuh | Republika Online.” Accessed July 22, 2022. 
https://www.republika.co.id/berita/nla33e/29-kelurahan-di-malang-kumuh. 

“600 Keluarga Di Kota Malang Terdampak Banjir Bandang Batu - Surabaya 
Liputan6.Com.” Accessed July 22, 2022. 
https://surabaya.liputan6.com/read/4706617/600-keluarga-di-kota-malang- 
terdampak-banjir-bandang-batu. 

Abani, Christopher. GraceLand. Grahamstown: South African Library for the Blind, 
2009. 

Abdul Mun'im D. Z. Islam Di Tengah Arus Transisi. Jakarta: Kompas, 2000. 

Adi Tri. “Analisis Kebijakan Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Kota Malang .” 
Universitas Brawijaya, 2017. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172200/. 

Agger, Ben. The Discourse of Domination : From the Frankfurt School to 
Postmodernism. Evanston: Northwestern University Press, 1992. 

“Air Tanah Solusi Krisis Air Bersih Perkotaan - Kompas.Id.” Accessed July 22, 
2022. https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/25/air-tanah-untuk- 
atasi-krisis-air-bersih-perkotaan. 

Alexander, Samuel, and Brendan Gleeson. Urban Awakenings. Urban Awakenings, 
2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7861-8. 

Alfas, Fauzan. PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan. Cetakan ketiga. 
Jakarta Pusat: Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 2015. 

Appadurai, Arjun. Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization. Public 
Worlds. 10th print. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 2010. 

Aris Subagiyo. “Dengan Tertib Tata Ruang, Wujudkan Kota Malang Bebas Banjir — 
Aris Subagiyo.” In Catatan Peringatan Hari Tata Ruang 8 Nopember 2017 . 
Malang, 2017. http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/catatan-peringatan- 
hari-tata-ruang-8-nopember-2017-dengan-tertib-tata-ruang-wujudkan-kota- 
malang-bebas-banjir/. 

Bagus Setiabudi Wiwoho. “Analisis Potensi Daerah Resapan Air Hujan Di Sub Das 
Metro Malang Jawa Timur.” MIPA 37, no. 1 (2008). 

Barenlitbang Kota Malang. “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) BAPPEDA Tahun 2015.” Malang, 2017. 

“Beban Berat Jalan Raya Kota Malang.” Accessed July 22, 2022. 
https://news.detik.com/kolom/d-4675013/beban-berat-jalan-raya-kota-malang. 

Benford, Robert. “Framing Processes and Social Movements: An Overview and 
Assessment.” Annual Review of Sociology 26, no. 1 (2000). 

Berger, Peter. Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi 


69 | Kota 


Pengetahuan. Jakarta: LP3ES, 1990. 

BPS Statatistik. “Kota Malang Dalam Angka 2020.” Malang, 2020. 

“Cuaca Ekstrem Ancam Malang Raya 10 Tahun Ke Depan, Saatnya Adaptasi 
Perubahan Iklim - Surabaya Liputan6.Com.” Accessed July 22, 2022. 
https://surabaya.liputan6.com/read/4968687/cuaca-ekstrem-ancam-malang-raya- 
10-tahun-ke-depan-saatnya-adaptasi-perubahan-iklim. 

Davis, Mike. Planet of Slums. New Left Review. London: Verso, 2004. 
https://doi.org/10.22296/2317-1529.2006v8n1p101. 

Felix Kolb. Protest and Opportunities : The Political Outcomes of Social Movements. 
Frankfurt: Campus Verlag, 2007. 

Harjo, Indhar Wahyu Wira, Ayu Kusumastuti, Dewi Puspita Rahayu, and Wida Ayu 
Puspitosari. “Indeks Keberlanjutan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di 
Kota Malang.” Jurnal Pengembangan Kota 9, no. 1 (2021): 50-63. 
https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.50-63. 

Hickel, Jason. The Divide : Global Ineguality from Conguest to Free Markets. New 
York: W.W. Norton & Company, 2018. 

Hodson, Mike, and Simon Marvin. World Cities and Climate Change : Producing 
Urban Ecological Security. World Cities and Climate Change: Producing 
Urban Ecological Security. Maidenhead: Open University Press, 2010. 

Ismanto, Manggala, and Irsyad Martias. “Living in between a Slum and a Tourist 
Destination Area : Recontructing and Redefining Space in Kampung Wisata 
Jodipan,” no. 38 (2017). https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/12790. 

Jaffe, Rivke, and Anouk De Koning. Introducing Urban Anthropology. Edited by 
Rivke Jaffe and Anouk De Koning. Introducing Urban Anthropology. London , 
New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016. 

Kersten, Carool. Islam in Indonesia : The Contest for Society, Ideas and Values. New 
York: Oxford University Press, 2016. 

Kristeva, Nur Sayyid Santoso. Manifesto Wacana Kiri, 2012. 

. PARADIGMA KRITIS-TRANSFORMATIF. Ist ed. Yogyakarta: PMII, 2013. 

Kuhn, Thomas S. Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains. Edited by Tjun Surjaman 
and Lili Rasjidi. Cet. 1. Bandung: Remaja Karya, 1989. 

Kuntowijoyo. Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi. Edited by A E Priyono. 
Bandung: Mizan, 1991. 

Lauwaert, Maaike. The Place of Play : Toys and Digital Cultures. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2009. 

Meyer, David S., and Suzanne Staggenborg. “Thiking about Strategy.” In Strategies 
for Social Change, edited by George M. Maney, Rachel V. Kutz-Flamenbaum, 
Deana A. Rohlinger, and Jeff Goodwin. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2012. 


70 | Kota 


Moore, Trivess, and Ralph Horne. Urban Sustainability Transitions: Australian 
Cases-International Perspectives. Research Policy. Vol. 41, 2012. 
https://link.springer.com/book/10.1007702F978-981-10-4792-3. 

Moyer, Bill, JoAnn McAllister, Mary Lou Finley, and Steven D Soifer. Doing 
Democracy : The MAP Model for Organizing Social Movements. Gabriola 
Island: New Society Publishers, 2007. 

Pellow, Deborah, and Denise Lawrence-Zuniga. “Built Structures and Planning.” A 
Companion to Urban Anthropology, March 21, 2014, 83—102. 
https://doi.org/10.1002/9781118378625.CH3. 

Pemerintah Kota Malang. “RPJMD Kota Malang.” Malang. Accessed July 22, 2022. 
https://barenlitbang.malangkota. go.id/wp-content/uploads/2019/07/Perda- 
Nomor-1-Tahun-2019-Tentang-RPJMD-Kota-Malang-2018-2023-2.pdf. 

“PERUMDA Air Minum Tugu Tirta.” Accessed July 22, 2022. 
https://perumdatugutirta.co.id/info/Sstatistik. 

PMII. Dekonstruksi Paradigma Kritis Komunitas Tradisional. Jakarta: Bumi Sehat, 
2002. 

Sullivan, Caroline. “Calculating a Water Poverty Index” 30, no. 7 (2002): 1195— 
1220. www.elsevier.com/locate/worlddev. 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1992 
TENTANG PENATAAN RUANG (1992). 

“UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (JDIH BPK 
RI.” Accessed July 22, 2022. 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-l-tahun-2011. 

World Economic Forum. “The Global Risks Report 2020,” 2020. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF Global Risk Report 2020.pdf. 

Z, Tamin, Ofyar. Perencanaan, Pemodelan, Dan Rekayasa Transportasi: Teori 
Contoh Soal, Dan Aplikasi. ITB, 2008. 


71 | Kota 


Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


